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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian 

Harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami” merupakan penelitian yang 

dilakukan di Desa Gedongarum. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana praktik perjanjian harus melahirkan anak dalam 

perkawinan poligami dan bagaimana relevansi Hukum Islam dengan perjanjian 

harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research) di mana objek studi yang digunakan adalah temuan di 

lapangan. Data penelitian dihimpun dengan cara pengamatan dan wawancara. 

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik dekriptif analisis dengan pola fikir 

deduktif, yaitu teknik yang secara sistematis menggambarkan fakta aktual yang 

dihadapi dan teori yang bersifat umum mengenai Hukum Islam yang kemudian 

dikaitkan dengan temuan di lapangan tentang perjanjian harus melahirkan anak 

dalam perkawinan poligami. 

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian harus melahirkan anak dalam 

perkawinan poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten 

Bojonegoro sangat tidak relevan dengan konsep Hukum Islam. Dalam Hukum 

Islam, poligami bertujuan untuk melindungi janda miskin dan anak yatim piatu 

agar memiliki kehidupan yang layak, tidak hanya untuk memuaskan nafsu atau 

hal negatif lainnya. Dalam Islam, juga disebutkan bahwa seorang istri dilarang 

memberikan syarat kepada suami untuk mentalak madu ketika perjanjian tak 

kunjung tercapai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seharusnya, seorang 

suami yang akan melakukan pernikahan poligami tidak boleh memberikan syarat 

untuk melahirkan keturunan apalagi dengan dibatasi waktu karena dalam Hukum 

Islam sendiri telah dijelaskan tentang syarat-syarat poligami serta perjanjian 

yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi di Desa 

Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan perjanjian 

pernikahan poligami tidak boleh dilakukan karena akan menghilangkan hak 

seorang perempuan sebagai istri. 

Saran penulis berharap untuk ke depannya jika ingin melakukan poligami 

secara legal di Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu di Pengadilan 

Agama agar kedepannya jika terdapat masalah dalam perkawinannya dapat di 

selesaikan di Pengadilan sehingga istri kedua memiliki haknya sebagai seorang 

istri yang sah di bawah pengawasan Agama dan Hukum Negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan fungsinya, pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan 

manusia secara umum. Kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan 

tidak hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan 

pasangannya, tetapi juga telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, 

adat istiadat, bahkan urusan lembaga negara. Fungsi pernikahan menurut 

agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka 

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan harmonis dalam 

menggunakan hak dan kewajiban dalam agama.1 

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata poly 

yang artinya adalah ‘banyak’ dan gamien yang berarti ‘kawin’. Secara istilah, 

poligami dapat diartikan bahwa seorang suami yang mempunyai istri lebih 

dari satu dan dibatasi paling banyak adalah empat.2Poligami merupakan salah 

satu dari banyaknya persoalan dalam perkawinan yang paling banyak 

dibicarakan sekaligus kontroversial serta telah menyita perhatian umat Islam 

karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan Sunnah Nabi. 

Secara historis, praktik poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam. 

 
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 22. 
2 Ibid., 129. 
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Poligami dipraktikan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan 

Mesir Kuno. 

 فإَِنۡ  وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُ قۡسِطوُاْ فِ ٱلۡيَ تََٰمَىَٰ فٱَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ ٱلنِ سَاءِٓ مَثۡنَََٰ وَثُ لََٰثَ وَربََُٰعَ  
ٓ أَلَّا تَ عُولُواْ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَ عۡدِلُواْ  لِكَ أدَۡنََٰ   ٣ فَ وََٰحِدَةً أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أيَََٰۡنُكُمۡۚۡ ذََٰ

 
wa inkhiftum alla> tufsit{u> fil-yata>ma> fankihu> ma> t}a>balakum mina-nisa>’i 
mas|na> wa s|ula>s|a wa ruba>‘a , fa inkhiftum alla> ta‘dilu> fawa> hidatan aw ma> 
malakat ayma> nukum. z|alika adna> alla> ta‘u>lu>. 

 
“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat untuk tidak berbuat zalim.”  (Q.S. An-Nisa 4:3) 

 

Alasan yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai 

poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini 

tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah jika mengacu kepada data Biro 

Pusat Statistik (BPS), yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan 

adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun. 

Namun, jika menikahi perempuan di bawah umur, akan dianggap sebagai 

pelanggaran HAM. Alasan tersebut menjadi salah satu pilihan dari menikahi 

perempuan lanjut usia seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hal 

seperti ini dianggap dapat mengurangi masalah sosial yang ada.3 

 

 
3 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 

   49. 
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Alasan selanjutnya adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis 

yang sulit untuk disembuhkan, menghindari selingkuh, dan zina yang juga 

digunakan untuk alasan poligami.4 

Poligami yang dilakukan merupakan solusi ketika tujuan pernikahan 

sebelumnya tidak dapat dipenuhi. Pada dasarnya, poligami dilakukan bukan 

untuk ajang mengumbar hawa nafsu atau malah dijadikan sebagai cita-cita 

hidup. Nabi Muhammad SAW melakukan praktik perkawinan poligami 

walaupun dengan berbagai kelemahan yang ada padanya, dan disertai dengan 

dukungan dan motivasi oleh Allah SWT agar kemaslahatan yang diharapkan 

bisa tercapai. Tujuan poligami adalah untuk mencapai kesejahteraan serta 

terciptanya keluarga yang rukun agar tidak menyebabkan istri-istri yang 

dipoligami dan anak-anak mereka menjadi terlantar. Berdasarkan alasan inilah 

poligami dibolehkan untuk dilakukan.5 

Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. 

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat dibolehkan apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah 

memberikan izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama 

diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Isi 

dari Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 

     Pasal 3 

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami. 
 

4 Ibid., 
5 Yasid, Fiqh Realitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 355. 
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2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

 

                 Pasal 4 

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka 

ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.6           

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. 

Artinya, terdapat alasan-alasan yang memperbolehkan dan membenarkan 

dilakukannya poligami oleh suami. Alasan-alasan yang dimaksudkan 

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, juga 

secara terperinci terdapat dalam Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 4.7 

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, ia wajib mengajukan 

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.  

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang beristri lebih dari seorang 

yaitu dalam Pasal 41 point a dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 yang pada 

intinya disebutkan:  

 
6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 
7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 289. 
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1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.8 

Dalam hal istri memiliki cacat badan atau terkena penyakit sehingga tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dapat dipahami bahwa 

penyakit yang dideritanya telah menyerang unsur-unsur vital dan 

lahiriyahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan gila. 

Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga bisa saja 

menyerang unsur vital lahiriyahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

terus diupayakan penyembuhannya meskipun menghabiskan waktu yang 

cukup lama. Penyakit atau cacat badan yang dialami istri dapat dikatakan 

sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami, misalnya 

hubungan seksualnya, sehingga suami membutuhkan istri yang lain. Oleh 

karena itu, suami dapat dibenarkan oleh undang-undang dan hukum agama 

Islam jika mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melakukan 

poligami. 

Bahasan poligami tak luput dari pandangan bagaimana reaksi di tengah-

tengah masyarakat, baik secara pro maupun kontra, yang artinya masyarakat 

menilai poligami itu secara berbeda-beda. Ada yang menanggapi bahwa 

poligami adalah fakta agama di mana seorang laki-laki yang memiliki istri 

 
8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57 
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lebih dari satu merupakan bagian dari perintah agama dan sebagai fakta bahwa 

Nabi Muhammad SAW. sebagai panutan umat muslim pada kenyataannya 

juga berpoligami. 

Namun, bagi sebagian lainnya beranggapan bahwa poligami justru lebih 

cenderung sekedar memenuhi kebutuhan duniawi yang merupakan bentuk 

hasrat seksualnya semata-mata dengan cara yang sah dan bermanfaat.9 

Sebagai contoh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan 

mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan 

seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, hal tersebut akan 

mendatangkan pengaruh besar jika tidak terpenuhi. Demikian juga apabila 

istri mengalami cacat badan dan penyakit yang sulit disembuhkan. Istri yang 

tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk suaminya 

berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. 

Namun, keinginan suami untuk berpoligami adalah wajar dan masuk akal 

apabila ingin memiliki anak karena keluarga tanpa ada anak tidaklah 

lengkap.10  

Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa 

kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat 

tinggal, dan lain-lain.  

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa kewajiban 

suami yang beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut: 

 
9 Musbah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Islam dan   

  Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1990), 60. 
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

7 
 

 

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban 

memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri 

secara berimbang menurut besar kecilnya pendapatan suami. 

2. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban 

memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri 

secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 

ditanggung untuk masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 

perkawinan. 

3. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan 

istrinya dalam satu tempat kediaman.11 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan 

persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang 

ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Adanya persetujuan dari istri-istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak- anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka.12 

 
11 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
12 Pasal 5 Undang-Undang No Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi  

    Hukum Islam 
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Hal ini diulang kembali pada Pasal 41b, c dengan tambahan penjelasan 

bahwa: 

1. Dalam hal persetujuan lisan dari istri, harus diucapkan di depan 

sidang pengadilan  

2. Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak- anaknya, suami harus memperlihatkan 

surat keterangan tentang penghasilan.13 

3. Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka.14 

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang 

dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak 

calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak 

pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan 

suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu 

pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan 

keluarga akan diatur dan ditangani selama pernikahan berlangsung.15 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal perjanjian 

perkawinan diatur dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan, yaitu pada 

Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4). Pasal tersebut menyatakan bahwa pada 

waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan 

 
13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama RI, Jakarta,2004. 
14 Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. Penerbit Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 89. 
15 Muchsin, Varia Peradilan (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 10. 
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bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut 

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung 

perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak 

ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak 

ketiga.16 

Hukum perjanjian dalam nikah adalah mubah dalam artian tidak semua 

yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang 

lain tidak mau melakukan perjanjian. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan 

dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana hukum 

memenuhi perjajian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan 

perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam hadits Rasulullah 

SAW:  

تُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ انَْ تُ وْفُ وْابهِِ مَا اَ  اسَْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوْجَ حَقُّ مَا اوَْفَ ي ْ  

ahaqqu ma au faytum minasy-syuru>t{i antu<>fu> bihi ma astah{laltum bihil-

furu>ja. 

“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi adalah sesuatu yang 

dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin.” (H.R. Al-Bukhari).17  

 
16 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 89. 
17  
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Pentingnya perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan 

harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi 

bercampur. 

2. Harta bawaan, hadiah, atau warisan menjadi harta masing-masing 

selama tidak diperjanjikan sebelumnya.18 

 

Perjanjian perkawinan (Prenuptial Agereement) adalah perjanjian yang 

dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan 

itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi 

adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan 

yang sensitif, tidak lazim, dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga 

egois, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.19 

Salah satu contoh bentuk kesepakatan perjanjian dilakukan oleh pasangan 

suami istri dan calon istri kedua terkait perkawinan poligami yang dilakukan 

adalah untuk mendapatkan anak dari calon istri kedua. Pernikahan pertama 

sudah terjadi selama puluhan tahun tetapi mereka tidak dikaruniai anak 

sehingga pihak suami-istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Akan tetapi, 

anak adopsi mereka meninggal saat usia 20 tahun dikarenakan sakit parah. 

Perbedaan umur pasangan suami istri ini cukup jauh, yaitu kurang lebih 15 

tahun. Kemudian, sang istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah 

lagi dengan mengajukan kesepakatan, yaitu selama satu tahun pernikahan 

 
18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab V, Pasal 35. 
19 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet ke III (Jakarta: 

Visimedia, 2008), 83. 
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apabila istri kedua tidak bisa memberikan anak, maka suami harus 

menceraikannya. Sebaliknya, jika selama satu tahun pernikahan istri kedua 

bisa memberikan keturunan, pernikahan tersebut bisa dilanjutkan. Kejadian 

ini pernah terjadi di masyarakat Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, 

Kabupaten Bojonegoro pada bulan maret 2020. Dalam persoalan tersebut, 

pernikahan dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Kanor. 

Perkawinan poligami tersebut dilakukan oleh sang suami dan istri 

keduanya dengan dicatatkan menurut Hukum Islam yang berlaku dengan 

menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan pernikahan dilaksanakan di KUA 

Kanor. Dalam perjanjian poligami tersebut, apabila dalam waktu satu tahun 

istri kedua tidak bisa memberikan anak, maka ia akan diceraikan dan tidak 

diberikan imbalan dalam bentuk materi. Begitupun jika dalam waktu satu 

tahun istri kedua bisa memberikan anak, dia juga tidak diberi imbalan berupa 

materi tetapi istri tidak akan diceraikan oleh suami.20 

Dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Praktik Poligami di Desa 

Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

 
20 Waluyo, Wawancara, Bojonegoro 21 November 2020. 
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Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat 

beberapa problematika dalam pembahasan ini yang dapat diidentifikasi, 

yaitu: 

a. Perjanjian pernikahan poligami. 

b. Poligami dan akibat hukumnya. 

c. Poligami dalam perspektif hukum Islam. 

d. Praktik perkawinan poligami dengan perjanjian dalam hukum Islam. 

e. Hukum perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami 

menurut hukum Islam. 

f. Deskripsi kasus perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan 

poligami 

g. Analisis relevansi hukum Islam terhadap perjanjian pernikahan 

poligami harus melahirkan anak. 

 

2. Batasan masalah 

 

Penulis membatasi masalah yang akan dianalisis mengenai perjanjian 

harus melahirkan anak dalam praktik poligami dalam hukum Islam, yaitu: 

a. Hukum Islam mengenai poligami yang disertai dengan perjanjian 

yang mengharuskan untuk melahirkan anak dalam perkawinan 

poligami. 
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b. Analisis Hukum Islam mengenai perjanjian harus melahirkan anak 

dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di 

atas, penulis merumuskan beberapa masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Hukum Islam mengenai poligami yang disertai perjanjian 

yang mengharuskan untuk melahirkan anak? 

2. Bagaimana relevansi perjanjian yang mengharuskan melahirkan anak 

dalam perkawinan poligami, khususnya yang terjadi di Desa 

Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan hukum 

Islam? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan 

diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian 
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yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian sebelumnya.21 

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada 

beberapa karya ilmiah yang membahas masalah poligami di antaranya: 

1. Skripsi yang disusun oleh Dhiyauddin Ahmad NIM C31211115, UIN 

Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2016 dengan judul “Analisis 

Maslahah Mursalah terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang 

Bertujuan hanya untuk Mendapatkan Anak (Studi di Desa Tiremenggal, 

Kec. Dukun, Kab. Gresik)”. Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian 

poligami yang dilakukan hanya untuk mendapatkan anak setelah nantinya 

isteri kedua melahirkan. Apabila perjanjian tidak terpenuhi, suami harus 

melakukan cerai dan suami harus membelikan rumah untuk isteri kedua 

sebagai bentuk imbalan karena sudah diberikan anak.22 

2. Skripsi yang disusun oleh Muh. Fajar Trisnamijaya, UIN Surabaya, pada 

tahun 2003 dengan judul “Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak 

Berpoligami sebagai Perjanjian Perkawinan”. Penelitian ini membahas 

tentang suami yang berjanji tidak akan menikah lagi atau berpoligami 

ketika akan melangsungkan pernikahan pertama, dan perjanjian tersebut 

dilanggar oleh suami terhadap isteri pertama. Apabila dilanggar, suami 

 
21 Fakultas Syari’ah, Panduan Skripsi, Fakultas Syari’ah (Surabaya:2011), 7. 
22 Dhiyauddin Ahmad, 2016, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perjanjian Pernikahan 

Poligami yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak (Studi di Desa Tiremenggal Kec. 

Dukun Kab. Gresik), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 
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telah mencedarai  perjanjiannya dengan isteri pertama. Namun, apabila 

tidak dilanggar, hak suami untuk berpoligami akan tidak terpenuhi.23 

Hasil penelitian tersebut adalah suami boleh melanggar perjanjian 

tersebut jika si istri pertama memperbolehkan atau mengizinkan si suami 

untuk berpoligami, landasan hukumnya Antharodhin, yaitu suatu kondisi 

di mana sang istri pertama dan suami saling meridai. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam kasus pertama, istri pertama 

dan suami tidak ada perjanjian untuk tidak menikah lagi, sedangkan 

dalam penelitian ini pasangan suami istri sudah menikah puluhan tahun, 

tetapi masih belum memiliki keturunan. Kemudian, istri pertama juga 

menyetujui agar suaminya menikah lagi, tetapi dengan perjanjian jika 

dalam waktu 1 tahun si istri kedua tidak bisa memberikan keturunan, 

maka suami harus menceraikannya. 

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Nafhani, NIM 1402016116, “Izin 

Poligami karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan 

Hakim No. 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk)”. Skripsi ini membahas tentang 

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 2031/Pdt G/2015/PA.Dmk, 

yang memberikan izin poligami untuk suami karena istri tidak mau 

menambah keturunan dan hal tersebut tidak sesuai dengan alasan 

pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan 

 
23 Muh. Fajar Trisnamijaya, 2003,Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak Berpoligami sebagai 

Perjanjian Perkawinan, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 41a, yakni Pengadilan hanya memberikan 

izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.24 

Perbedaan penelitian ini adalah istri pertama bukan tidak mau 

menambah keturunan, melainkan istri pertama tidak bisa memberikan 

keturunan selama puluhan tahun menikah dan pasangan suami istri ini 

sudah pernah mengadopsi anak tetapi anak tersebut meninggal saat 

berumur 20 tahun dikarenakan sakit. Oleh karea itu, istri pertama 

mengizinkan suaminya untuk menikah lagi agar bisa diberi keturunan. 

Perbedaan dengan 3 penelitian di atas adalah terdapat penekanan 

harus melahirkan anak karena jika tidak bisa memberikan anak, 

pernikahan harus diakhiri. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, yang menjadi tujuan 

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 
24 Ahmad Nafhani NIM 1402016116, 2016, Izin Poligami karena istri tidak mau menambah 

keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk, Skripsi IAIN Sunan Ampel 

Surabaya). 
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1. Menganalisis kasus perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik 

poligami. 

2. Menganalisis relevansi perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik 

poligami. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna 

bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang perjanjian poligami, 

khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 

 

2. Secara praktis 

Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi acuan bagi 

penelitian berikutnya. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya 

kesalahpahaman akan tafsir terhadap judul dalam skripsi, penulis memberikan 

pengertian atau penegasan terhadap judul yang akan diangkat. Untuk 
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memudahkan dalam memahami judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap 

Perjanjian Harus Melahirkan Anak dalam praktik Poligami di Desa 

Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dirasa perlu untuk 

dijelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalapahaman terkait judul 

skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini kata kunci yang perlu penjelasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam 

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat 

untuk semua manusia yang memeluk agama Islam.25 

2. Pernikahan poligami 

Pernikahan dengan istri kedua di mana suami masih terikat dengan 

pernikahan pertama. 

3. Perjanjian perkawinan harus memberikan anak 

Suatu kesepakatan lisan yang dibuat oleh calon suami dengan calon 

istri kedua yang di dalamnya berisi keharusan memberikan keturunan 

dengan ketentuan waktu yaitu selama 1 tahun. Apabila dalam waktu 

tersebut istri kedua tidak mampu memberikan keturunan, suami akan 

menceraikannya. 

H. Metode Penelitian 

 
25 Amir Syarifudin. Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Logos, 1997), 5. 
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Oleh 

karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari 

lapangan sebagai objek penelitian dengan metode kualitatif. Agar penulisan 

skripsi ini dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu untuk 

mengemukakan metode penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 

penulis, maka dalam penelitian ini memuat dua macam data, yaitu: 

a. Alasan pernikahan poligami yang telah dilakukan di Desa 

Gedongarum. 

b. Data perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik poligami yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait ketika melangsungkan pernikahan 

di Desa Gedongarum. 

2. Sumber data 

a. Sumber data Primer 

Sumber data ada 3, yaitu: 

1. Responden, yaitu pihak yang melakukan poligami 

a) Laki-laki selaku suami, yaitu suami yang berpoligami 

b) Perempuan selaku istri pertama, yaitu pemberi izin kepada 

suami untuk berpoligami 

c) Perempuan selaku istri kedua 

2. Informan, yaitu pihak yang memberikan informasi 

a) Bapak Ajir, selaku keluarga 
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b) Bapak Syamsuddin selaku Kepala KUA Kanor (Penghulu) 

3. Dokumen 

a) Akta nikah/berkas poligami dari KUA Kanor 

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang 

kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan 

pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, 

antara lain: 

1. Sumber rujukan, antara lain seperti buku, majalah, jurnal, dan 

internet 

2. Kompilasi Hukum Islam 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya 

5. Abdullah Yusuf Ali, Qur’an terjemahan dan tafsirnya 

6. Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami 

7. Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi 

Perceraian 

8. Ibnu Rusyid, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Maqtashid 

3. Teknik pengambilan data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, 

penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 
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Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan responden 

dan informan dengan menggunakan instrumen pertanyaan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari berkas-

berkas poligami dari KUA Kanor, termasuk akta nikah yang 

diterbitkan KUA Kanor. 

4. Teknik pengolahan data 

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:26 

a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik 

ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis 

dapatkan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang 

diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan 

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara 

jelas tentang perjanjian perkawinan poligami harus melahirkan anak 

(Studi kasus di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten 

Bojonegoro). 

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan 

 
26 Suharni Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Renika Cipta, 

2006), 235. 
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yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.27 

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengolah 

data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis 

kualitatif sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang perjanjian 

perkawinan poligami harus melahirkan anak di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan cara berfikir induktif, 

yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan 

konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik secara 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi 

ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan 

mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika 

pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 Bab dengan pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab Pertama membahas Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

 
27 Lexy J. Molelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248. 
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Bab Kedua membahas tentang Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian 

harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. 

Bab Ketiga membahas temuan di lapangan terkait dengan gambaran 

umum desa gedongarum dan pernikahan poligami dengan perjanjian harus 

melahirkan anak. 

Bab Keempat membahas kasus Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian 

harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. 

Bab Kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai 

uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat 

tentang kesimpulan, yaitu rumusan singkat sebagai jawaban atas 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkaitan 

dengan topik pembahasan dalam skripsi.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 
 

25 
 

 

BAB II 

RELEVANSI HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN 

POLIGAMI 

 

A. Poligami dalam Hukum Islam dan Positif 

1. Poligami dalam hukum islam 

       Dalam hukum Islam, tujuan sebuah perkawinan dilakukan oleh 

seseorang agar mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai posisinya tanpa 

mengambil hak orang lain. Akan tetapi, dalam hukum Islam juga diatur 

tentang perkawinan yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilaksanakan, 

salah satu perkawinan yang diatur oleh Islam adalah perkawinan poligami.28 

 Polygamia (poli dan gamia) menurut bahasa Latin merupakan gabungan 

kata dari bahasa Yunani, yaitu poly dan gamy. Akar kata dari polus (banyak) 

dan gamos (kawin). Jadi, secara keseluruhan poligami berarti perkawinan 

dalam jumlah banyak.29 

 Poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari 

seorang, sedangkan lawan dari perkataan monogami adalah menikah dengan 

 
28 A. Rodli Makmun, dkk, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo:  STAIN 

Ponorogo Press), 17 
29 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cet. I (Surabaya: Pretasi Pustaka 

Raya, 2006), 116 
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seorang wanita saja serta berlawanan dengan perkataan poliandri, yaitu 

bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa.  

 Sejarah poligami memiliki akar yang panjang terhadap perjalanan hidup 

manusia. Poligami merupakan tradisi yang sudah ada di Jazirah Arab sejak 

zaman dulu. Bahkan dalam praktiknya, tidak ada keadilan bagi istri yang 

dipoligami. Suami memiliki kekuasaan untuk memilih perempuan yang 

disukai serta dibatasi jumlahnya. Sebaliknya, para istri harus pasrah dengan 

takdir dan tidak bisa meminta keadilan.30 

 Islam memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dan tidak 

mengharuskan umatnya melakukan monogami dengan artian bahwa seorang 

laki-laki hanya diperbolehkan untuk beristri seorang saja dalam keadaan 

apapun karena pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dengan 

memberikan kelonggaran untuk melakukan poligami secara terbatas 

meskipun pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan 

begitupun sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami saja.31 

 Dalam syari’at Islam, seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami 

namun dengan batasan maksimal sebanyak empat orang saja dan seorang 

suami yang melakukan pernikahan poligami diwajibkan untuk bersikap adil 

kepada istri-istrinya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, 

maupun hal-hal lainnya. Bila seorang suami dikhawatirkan zalim dan tidak 

 
30 Ashghar Ali Engonerr, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta:Lkis, 2003), 111. 
31 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta:PT Raja 

Gravindo Persada, 2013), 357. 
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mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak-hak mereka, haram 

hukumnya seorang suami untuk berpoligami.32 

Menurut Quraish Syihab, hukum dari poligami yaitu: 

a. Wajib, karena jika tidak melakukan poligami dikhawatirkan akan 

melakukan perbuatan zina. 

b. Makruh, jika seorang suami merasa menzalimi salah satu dari istri-

istrinya. 

c. Haram, yaitu ketika seorang suami yang merasa yakin bahwa ia 

telah jatuh kepada perbuatan zalim dan menyakiti istri-istrinya, 

tidak dapat memenuhi hak istri-istrinya dengan adil, sehingga 

hukum melakukan pernikahan poligami adalah haram. Hukum 

poligami juga akan menjadi haram ketika seorang suami merasa 

khawatir tidak mampu berbuat adil kepada istri- istrinya. 

d. Sunnah, apabila seorang laki-laki membutuhkan istri-istri yang lain, 

misalnya seorang suami merasa tidak cukup jika hanya beristrikan 

satu istri atau istri yang pertama sedang sakit atau mengalami 

kemandulan sedangkan sang suami mengharapkan kehadiran 

seorang anak dan dia merasa mampu untuk berbuat adil terhadap 

istri-istrinya.33 

 

Telah disebutkan pada Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan bahwa pengadilan dapat memberi izin seorang suami yang ingin 

beristri lebih dari seorang apabila sudah dikehendaki oleh semua pihak yang 

bersangkutan sehingga seorang suami boleh mengajukan permohonan 

kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UU Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara ketat tentang poligami. 

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami Bab IX 

Pasal 57: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

 
32 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Liberty, 1982), 77. 

 
33 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 324. 
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2. Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.34 

 

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat 

diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan 

Pengadilan Agama telah memberikan izin berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 

Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat melarang, tetapi 

membatasi seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Salah satu syaratnya 

adalah persetujuan dari sang istri. Apabila istri tidak mengizinkan suaminya 

untuk berpoligami, perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan. 

Apabila seoraang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan. 

Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat dalam ketentuan 

Pasal 40 dan 44 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, poligami yang diperbolehkan dalam 

syariat Islam adalah suatu alternatif yang mulia dan agung bagi manusia 

yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoligami. Kondisi 

yang dimaksudkan adalah apabila sang istri terkena penyakit kronis, dan 

tidak dapat memberi keturunan, yang menyebabkan ia tidak dapat lagi 

menjalankan perannya sebagai seorang istri.  

Dalam melakukan pernikahan poligami, banyak syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami karena pada dasarnya pernikahan yang diatur 

 
34  Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
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oleh undang-undang adalah pernikahan monogami. Hal ini berarti bahwa 

seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak sembarangan 

orang mendapatkan izin poligami tersebut.35 

Menurut Ilham Marzuq ada beberapa syarat poligami di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Kuat Imannya 

       Dengan adanya keimanan dalam diri seorang suami, dia akan 

lebih kuat dalam meenghadapi segala cobaan dan tentunya dia juga 

akan mampu untuk membimbing keluarga, memipin keluarganya, 

mengayomi, melindungi serta mendidik istri-istri dan anaknya. 

b. Baik Akhlaknya 

       Dalam berumah tangga, akhlak merupakan salah satu pondasi 

karena tujuan dari pernikahan adalah memiliki keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akhlak memiliki kaitan yang 

erat dengan kasih sayang. Apabila suami memiliki akhlak yang baik, 

ia akan memberikan keharmonisan dalam berumah tangga walaupun 

dalam pernikahan poligami sekalipun. 

c. Mempunyai Materi yang Cukup 

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seorang suami 

harus memiliki kemampuan ekonomi yang cukup karena pada 

dasarnya kebutuhan ekonomi sangatlah penting untuk bisa 

menunjang bersikap adil kepada istri-istrinya agar terpenuhi hak istri 

sesuai kebutuhan masing-masing. 

d. Jalan Darurat 

Salah satu pembuka syarat poligami yang sering terjadi adalah 

karena jalan darurat untuk memecahkan masalah yang akan 

berdampak panjang bagi keluarga jika pernikahan poligami tidak 

dilakukan. Misalnya dalam pernikahan, istri tidak dapat memberikan 

keturunan kepada suaminya dan hal ini ditakutkan memutus silsilah 

keluarga.36 

 

Dalam syari’at Islam, syarat utama untuk poligami adalah keyakinan 

orang tersebut akan dirinya untuk berbuat adil terhadap istri dan anak-

 
35 M. Ilham Marzuq, Poligami selebritis, (Jakarta: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 8. 

 
36 Ibid, 63-67. 
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anaknya. Jika seorang tidak sanggup akan hal tersebut, dilarang baginya 

untuk berpoligami.  

Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan izin menikah lagi 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 UU Perkawinan Pasal 58 

KHI: 

a. Adanya persetujuan istri. 

b. Adanya kepastian jika suami mampu menjamin keperluan istri-istri 

dan anak-anaknya.37 

 

2. Poligami dalam Hukum Positif 

       Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dikenal dengan 

perkawinan monogami. Selain itu, dikenal juga perkawinan yang bernama 

poligami. Pada perkawinan poligami, seorang lelaki terikat perkawinan 

dengan perempuan yang statusnya sebagai istrinya, seperti yang dijelaskan 

dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan 

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang 

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya 

Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan 

menggunakan asas monogami adalah terbuka, tetapi juga tidak menutup 

kemungkinan bahwa dalam keadaan yang darurat suami melakukan 

pernikahan poligami yang sifatnya tertutup atau pernikahan poligami yang 

hanya bisa dibuka dengan adanya pengawasan hakim.38 

 
37  Kompilasi Hukum Islam 
38 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum 
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 32. 
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Poligami terdiri dari dua kata yakni Poli yang atinya banyak dan Gami 

yang artinya istri. Oleh karena itu, poligami dapat diartikan sebagai suami 

yang beristri banyak. Menurut istilah, poligami adalah seorang lelaki yang 

memiliki istri lebih dari satu dan dibatasi jumlahnya paling banyak adalah 

empat orang istri.39 Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami 

diartikan sebagai perkawinan antara seorang suami dengan dua orang istri 

atau lebih.40 

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip 

pernikahan monogami sehingga untuk melakukan poligami harus melewati 

persyaratan yang sulit. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 

2 Undang-Undang yakni sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

memiliki seorang istri, Seorang wanita hanya boleh memiliki seoang 

suami. 

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.41 

 

Pihak yang melakukan pernikahan poligami harus membekali dirinya 

dengan ilmu, baik sebelum ataupun sudah menjalani pernikahan poligami. 

Oleh karena itu, jalannya harus lurus dan terbimbing karena banyak suami 

yang berpoligami dengan bermodal semangat tanpa adanya dasar ilmu yang 

benar. 

 
39 Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2003), 129. 
40 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer ,(Surabaya: Arkola, 1994), 329. 
41 Kompilasi Hukum Islama 
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B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

1. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam 

       Dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan khusus tentang 

perjanjian perkawinan, tetapi alasan taklik talak adalah untuk 

kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak ada hukum yang melarangnya, serta 

adanya taklik talak menyalahi aturan hukum. Perjanjian perkawinan dalam 

artian taklik talak yang dimaksudkan adalah di luar proses akad perkawinan 

meskipun dalam suasana atau majlis yang sama. Karena taklik talak 

diucapkan setelah ijab qabul selesai, hal itu tidak menjadi syarat atau suatu 

hal yang wajib dibacakan. Calon suami dapat menolak untuk tidak 

membacakan shigat taklik talak ketika ditawari oleh penghulu atau 

pegawai pencatat nikah, tetapi sangat jarang bagi calon pengantin pria. 

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua 

calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan 

masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebutkan dalam 

persetujuan dan juga disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian 

perkawinan tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pranikah atau 

prenuptal agreement, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan 

dilakukan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai.42  

 
42 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi perceraian, Cet ke 2 (Jakarta: 

Visimedia, 2008), 78. 
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Dalam literatur klasik, tidak ditemukan bahasan khusus tentang 

perjanjian dalam perkawinan, tetapi yang ada dalam bahasan fiqh dan 

diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah 

‘persyaratan dalam perkawinan’. Kaitan antara syarat perkawinan dengan 

perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang 

harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian untuk memenuhi 

syarat yang ditentukan. 

Secara etimologi bahasa Arab, perjanjian sering disebut dengan al-

mu’ahadah (janji), ainittifaq (kesepakatan) dan al-aqdu (ikatan). Secara 

terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu 

perjanjian yang dibuat oleh manusia yang dilakukan di kehidupan sehaari-

hari. Menurut buku Fiqh Munakahat karangan Abdul Rahman Ghazali, 

perjanjian pranikah didefinisikan sebagai persetujuan yang dilakukan oleh 

kedua calon mempelai pada waktu sebelum berlangsungnya perkawinan, 

dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam 

persetujuan yang dibuat dan perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai 

pencatat nikah.43 

Syarat suatu perjanjian dianggap sah menurut Sayyid Sabiq: 

a. Perjanjian tidak menyalahi hukum syari’at yang telah disepakati 

       Sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan 

tidak boleh melanggar hukum dan juga tidak boleh menyalahi 

hukum syari’at yang telah berlaku. Apabila perjanjian tersebut 

dianggap melanggar dan melawan hukum yang telah ada, 

kesepakatan tersebut akan dianggap batal demi hukum. 

b. Perjanjian dibuat dengan gamblang dan jelas untuk semua pihak 
 

43 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006),119. 
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       Di dalam kesepakatan yang diadakan oleh semua pihak dibuat 

dengan jelas dan tidak ada yang ditutupi dalam isi perjanjian. 

Perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak akan mengikat 

semua orang yang terlibat dalam kesepakatan dan akan memiliki 

tanggung jawab terhadap akibat yang akan ditimbulkan nantinya. 

c. Perjanjian dibuat atas keridhoan semua pihak 

Perjanjian yang telah dilakukan harus mendapatkan ridho dari 

semua pihak yang terlibat. Artinya, semua sudah ridho terhadap isi 

perjanjian karena dalam sebuah perjanjian tidak diperbolehkan 

mengancam salah satu pihak. Apabila dalam perjanjian terdapat 

adanya paksaan yang menyebabkan salah satu pihak merugi, 

perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap semua 

pihak yang terlibat dalam perjanjian.44 

 

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perjanjian 

perkawinan, yakni Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan 

sebelum akad nikah kebenarannya terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52. Perjanjian perkawinan dapat 

dipahami sebagai akta kesepakatan antara calon suami dengan calon istri 

dalam perjanjian yang mengikat dan harus ditaati setelah terjadinya 

perkawinan, serta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan harta 

bersama maupun kesepekatan untuk melakukan sesuatu.45 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan tentang 

perjanjian perkawinan yang diatur dalam Bab VII Pasal 45 sampai dengan 

Pasal 52 mengenai perjanjian perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal 45 

 
44 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Penerbit 

Sinar Grafika, 1996), 2-3. 

 
45 Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 120. 
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tentang perjanjian perkawinan yang dibagi menjadi dua bentuk, yakni pada 

ayat (1) tentang taklik talak dan ayat (2) tentang perjanjian yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 

UU Perkawinan, bahwa taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian 

perkawinan. 46 

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad, yang berarti 

mengikatkan, menghubungkan, menyambung. Tujuan akad adalah 

melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan dalam 

hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada 

adalah persyaratan perkawinan yang diajukan dari pihak terkait. Hal ini 

sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh semua pihak yang melakukan perjanjian dalam artian pihak-

pihak yang berjanji memenuhi syarat yang ditentukan.47 

Abdul kadir Muhammad menyebutkan persyaratan perjanjian 

perkawinan sebagai berikut: 

1. Dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat 

nikah. 

2. Dibuat sebelum akad pernikahan dilakukan. 

3. Mulai berlaku sejak perkawinan dilakukan. 

4. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, kesusilaan dan 

agama. 

5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah dengan cara apapun. 

6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam Pasal 12 PP No 9 Tahun 

1975.48 

 

 
46 Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 12.   
47 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 145. 
48 Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: Mandar Maju, 

Cet II, 2012), 19. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

36 
 

 

Perjanjian yang dilakukan sebagai syarat perkawinan berdasarkan 

hadis Nabi yang disebutkan dalam hukum Islam. Pendapat antara ulama 

madzab Syafi’i, Maliki, Hambali, Hanafi dalam perjanjian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perjanjian yang dibuat oleh suami adalah terhadap istrinya seperti 

membeli pakaian, memberikan nafkah dan menyediakan tempat 

tinggal. Para ulama sepakat suami harus memenuhi perjanjian 

tersebut terhadap istrinya. 

2. Perjanjian yang dilakukan oleh suami adalah dengan mengharuskan 

menceraikan istri yang ada demi melakukan perkawinan yang baru. 

Para ulama sepakat untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut atau 

batal dengan sendirinya karena dianggap tidak sah. 

3. Perjanjian di mana seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari 

rumah, tidak diperbolehkan untuk merantau, dan tidak boleh 

dimadu. Menurut Imam Hambali seorang suami wajib memenuhi 

perjanjian ini, sedangkan menurut Imam Syafi’i, Hanafi, dan 

Maliki perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi oleh suami. 

4. Perjanjian di mana suami diperbolehkan tidak memberikan nafkah 

kepada istri, suami tidak diharuskan membayar mas kawin, istri 

tidak diberikan giliran yang sama, seorang suami hanya bermalam 

satu hari saja dalam satu minggu, dan istri yang akan menafkahi 

suami. Para ulama menyepakati bahwa perjanjian akan batal 

dengan sendirinya karena dianggap tidak sah. 

5. Perjanjian yang mengakibatkan perkawinan bersifat sementara 

(seminggu atau dua minggu saja). Pernikahan ini dinamakan nikah 

mut’ah yang mana suami akan menceraikan istinya setelah 

bersetubuh atau perjanjian di mana suami terlebih dahulu 

mengawini anak perempuannya dengan wali si wanita tanpa mas 

kawin yang disebut dengan nikah syighar. Para ulama menganggap 

pernikahan ini batal dengan sendirinya.49 

 

Unsur-unsur perjanjian dianggap sah oleh Hukum Islam adalah sebagai 

berikut: 

1. Objek perikatan 

  

       Para Hukum Islam mengatakan perikatan itu harus memenuhi 

empat syarat, yakni: objek harus ada secara nyata dan kongkrit atau 

 
49 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Pustaka Amani, 2009), 14. 
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diperkirakan akan ada masa yang akan datang, perikatan harus 

dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, perikatan harus 

dibenarkan oleh syara’, terakhir perikatan harus jelas atau dapat 

ditentukan dan harus diketahui  oleh kedua belah pihak yang 

melakukan perikatan. 

2. Ijab qabul (Shighat Perikatan) 

Ijab qabul dapat dilakukan baik dengan menggunakan lisan 

maupun tulisan. Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang 

harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah serta memiliki 

akibat hukum, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu 

jelas, kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak adanya keraguan 

antara ijab dan qabul, terakhir tidak adanya keraguan antara ijab dan 

qabul serta tidak ada tekanan maupun keterpaksaan. 

3. Subyek Perikatan  

 

 Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat dalam sebuah 

perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan.50 

 

Buku Sosok-sosok Perempuan Muslim karangan Wahabi Sulaiman 

menjelaskan tentang alasan seorang suami melakukan pernikahan 

poligami, yakni: 

1. Keinginan mencotoh perbuatan Rasulullah SAW untuk 

mempunyai istri lebih dari satu.  

2. Seorang suami yang menginginkan keturunan yang banyak. 

3. Seorang suami yang mempunyai nafsu seksual yang tinggi 

sehingga tidak akan puas jika memiliki seorang istri. 

4. Seorang suami yang mengkhawatirkan janda dari adik kandungnya 

yang memiliki anak banyak sehingga dikhawatirkan akan terlantar 

jika dia tidak melakukan poligami serta dia memutuskan 

menikahinya dengan tujuan untuk meilindunginya.51 

Dalam KHI Pasal 45 sampai Pasal 51 atas INPRES Tahun 1991, 

dijelaskan tentang ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, yakni: 

 
50 Departmen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), 

112. 
51 Wahbi Sulaiman Gawajji Al-Albani, Sosok Perempuan Muslim,  (Bandung: Trigenda Karya, 

1995), 127. 
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1. Suatu perjanjian perkawinan dilakukan pada saat pernikahan 

dilaksanakan atau sebelum perkawinan dilangsungkan. 

2. Bentuk perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk taklik talak dan 

tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, bentuk perjanjian 

biasanya dilakukan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh 

pegawai pencatat nikah. 

3. Isi dari perjanjian perkawinan biasanya tentang pemisahan harta 

perkawinan dan pencampuran harta pribadi yang meliputi sebagai 

berikut: 

a. Semua harta, meliputi harta yang dibawa oleh masing-masing 

pihak dalam perkawinan, maupun; 

b. Harta didapatkan oleh masing-masing pihak selama perkawinan 

dilangsungkan. 

c. Suami tidak boleh menghilangkan kawijabnnya dalam hal 

memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun dilakukan 

pemisahan harta pencaharian. 

4. Masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk meluruskan 

pembebanan atas pemisahan harta pribadi dan harta bersama. 

 

Berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami 

istri adalah sejak perkawinan dilangsungkan dan hal tersebut akan 

mengikat semua pihak yang masuk dalam perjanjian perkawinan ini.52 

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan di dalam sebuah perjanjian 

tergantung dengan bentuk yang ada dalam sebuah perjanjian tersebut. 

Ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yaitu: 

1. Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dan 

juga merupakan suatu tuntunan yang harus dikerjakan di dalam 

sebuah perkawinan, misalnya suami harus memberikan nafkah 

kepada istrinya dan anaknya. 

2. Syarat yang tidak menyalahi tuntunan perkawinan, contoh seorang 

istri memberikan syarat untuk suami agar tidak akan pernah 

berpoligami. 

3. Syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau syarat 

yang akan memberikan mudharat kepada pihak yang terlibat di 

dalam persyaratan tersebut. Misalnya, seorang suami melarang 

istrinya untuk hamil dan melahirkan serta seorang istri yang 

 
52 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Raja Wali Pres, 

2014), 152 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

39 
 

 

memberikan syarat kepada suaminya untuk mentalak semua istri-

istrinya yang terdahulu. 

Para ulama mengatakan bahwa persyaratan yang pertama harus 

dilaksanakan. Mereka juga mengatakan bahwa semua persyaratan yang 

disebutkan di atas mengarah pada persyaratan pertama. Pihak yang terlibat 

di dalamnya harus memenuhi semua persyaratan dan juga terikat di dalam 

perjanjian tersebut. Apabila pihak yang terlibat di dalamnya tidak 

memenuhi persyaratan, perjanjian tersebut akan batal dengan sendirinya, 

kecuali pihak yang merasa dirugikan tidak memenuhinya syarat untuk 

melakukan tuntutan ke pengadilan.53 

Akad dibedakan menjadi berbagai klasifikasi ditinjau dari beberapa 

prespektif, di antaranya yaitu dilihat dari segi ditentukan atau tidak 

ditentukan namanya. Akad terbagi menjadi akad bernama (al-uqud al-

musamma) dan akad tidak bernama (al-uqud ghairu al-musamma). Akad 

bernama adalah akad yang telah ditentukan namanya (sebutannya) oleh 

perbuatan hukum, seperti al-ba’i (jual beli), ijarah (sewa menyewa), dan 

lain-lain. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah akad yang 

bernama.54  

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh syara’, akad 

digolongkan menjadi akad masyru’ dan akad terlarang. Akad masyru’ 

adalah akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk melaksanakan jual beli, 

 
53 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 145-146. 
54 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 74. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

40 
 

 

sewa menyewa, dan lain-lain, sedangkan akad terlarang adalah akad yang 

dilarang oleh syara’ untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, 

nikah mut’ah dan lain-lain.55  

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh syara’, akad dibagi 

menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad yang telah ditentukan 

syara’, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’.56 

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan 

dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai dengan syarat-syarat 

atau perjanjian tertentu, kecuali yang dipersyaratkan atau diperjanjikan 

dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang 

bermacam-macam pula.57 

Menurut Muhammad Ali Ash-Shobirin, menurut ayat 3 dalam Surat 

An-Nisa’, terdapat kata ‘yatim’ dengan mengawini perempuan dalam 

firman-Nya “Dan jika dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil terhadap anak-

anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi 

kamu...”. Hal ini menunjukkan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, 

seperti anak-anak yatim. Di sisi lain, anak perempuan yatim berada di 

 
55 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 110 
56 Ibid. 

111  
57 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, cet. 1 (Semarang:CV. Toha Putra, 1993), 25. 
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bawah asuhan walinya, kemudian sang wali tertarik akan harta dan 

kecantikannya, lalu dia berhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dan 

maskawin.58 Menurut As-Shobuni dalam menyikapi surat An-Nisa ayat 3, 

perempuan itu adalah makhluk yang lemah seperti anak yatim dan 

membutuhkan kasih sayang serta perlindungan sehingga seorang laki-laki 

dilarang menikahi perempuan yatim dan lebih baik menikahi perempuan 

yang bukan yatim. 

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang 

sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik 

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian dapat 

menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

perjanjian secara umum, hanya saja perjanjian itu disahkan di depan 

pegawai pencatat nikah.59 Syarat atau perjanjian perkawinan secara umum 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi 

       Dalam menjalani sebuah perkawinan seorang laki-laki dan 

perempuan harus memenuhi syarat yang berkaitan erat dengan 

perkawinan yang dijalaninya. Syarat tersebut adalah sebuah 

tuntunan agar tujuan dari terjadinya perkawinan dapat terlaksana 

 
58 Aris Baidhowi, Hukum Poligami dalam Prespektif Ulama Fiqh, Jurnal Muwazah Volume 4 No. 

1, 62. 
59 Darmanhuri HR, segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama (Jakarta: Mandarmaju, 

2007), 16. 
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dengan baik dan hal tersebut tidak bertolak belakang dengan 

hukum dari Allah SWT dan Rasul-Nya.60 Selain itu, persyaratan 

tersebut tidak menyalahi hukum syara’ yang selama ini menjadi 

pedoman oleh masyarkat, seperti: 

a. Dalam sebuah perkawinan, suami harus menggauli istrinya 

dengan baik. 

b. Seorang istri dan anak-anaknya mendapatkan hak nafkah yang 

sama sebelum dilakukannya pernikahan poligami. 

c. Suami istri diwajibkan memelihara anak yang dilahirkan dari 

perkawinan. 

d. Tidak ada pengurangan hak terhadap masing-masing pihak. 

e. Istri yang mengalami perkawinan poligami mendapatkan hak 

yang sama dari suaminya.61 

Para ulama sepakat agar semua pihak yang terlibat dalam sebuah 

perkawinan untuk wajib memenuhi semua bentuk persyaratan yang 

dianggap wajib dan persyaratan tersebut akan mengikat semua pihak yang 

sudah menyetujuinya. Jika seorang yang terlibat dalam perkawinan tidak 

mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah dibuat, hal tersebut tidak 

menyebabkan sebuah perkawinan batal dengan sendirinya. Namun, apabila 

 
60 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Nor Hassanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2007), 535. 
61 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 147. 
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ada salah satu pihak yang merasa rugi jika persyaratan tidak terpenuhi, dia 

dapat menuntut di pengadilan terhadap batalnya perkawinan.  

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi 

       Dalam sebuah perkawinan, ada beberapa syarat yang tidak 

wajib dipenuhi dan juga tidak akan memberi akibat hukum karena 

dengan adanya syarat-syarat akan menyalahi hukum perkawinan 

dan tidak akan memberikan manfaat karena secara khusus syarat-

syarat tersebut memang sudah dilarang untuk dilaksanakan ,62 

Sebagai contoh: 

a. Sebuah persyaratan yang akan  bertentangan dengan 

hukum tujuan perkawinan dalam Islam, seperti seorang 

suami tidak mau membayar mas kawin, tidak mau untuk 

memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada 

keluarganya, atau dalam sebuah perkawinan seorang 

suami memberikan tugas kepada istrinya  untuk memberi 

nafkah dan lain-lain. 

b. Persyaratan yang dibuat menyangkut masalah hubungan 

suami istri (jima’). Seperti seorang istri yang memberikan 

persyaratan kepada suaminya agar tidak disetubuhi,63 juga 

istri tidak mendapatkan giliran yang sama (hal ini terjadi 

pada pernikahan berpoligami). 

 
62 Ibid   
63 Abdurraham Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala madzabal-‘Arba’ah (Beirut: Darul Fikri, t.t), IV:89 
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c. Persyaratan agar tidak saling mewarisi jika kelak 

terjadinya perpisahan dalam perkawinan. 

d. Persyaratan hak talak yang dimiliki oleh seorang suami 

malah diberikan untuk istrinya. 

e. Persyaratan lain yang akan bertentangan dengan syara’, 

seperti pasangan suami istri membuat persyaratan untuk 

tidak memiliki keturunan  

f. dan lain-lain. 

Para ulama menyepakati bahwa persyaratan seperti yang telah 

disebutkan di atas adalah untuk tidak dipenuhi dan juga dianggap batal 

dengan sendirinya karena persyaratan tersebut sudah menyalahi hukum 

syara’ dan akan menyebabkan mudharat bagi semua pihak yang terlibat 

dalam pernikahan. Pada dasarnya, diperintahkan untuk seseorang 

memenuhi semua persyaratan yang telah dibuat dengan catatan persyaratan 

tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara’, seperti dengan 

memenuhi persyaratan tersebut, untuk terhindar dari menjadikan yang 

halal jadi haram dan malah menjadikan yang haram menjadi halal.64 

3. Syarat khusus untuk pihak perempuan 

       Dalam sebuah perkawinan ada persyaratan khusus yang 

diberikan oleh salah satu pasangan, yakni persyaratan yang akan 

memberikan faedah bagi seorang istri di dalam sebuah pernikahan. 

 
64 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta: Kencana, 2006), 148. 
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Seperti seorang suami yang melarang istrinya keluar rumah atau 

kampung halamannya, ada beberapa istri yang memberikan syarat 

khusus kepada suaminya untuk tidak dipoligami. Apabila seorang 

istri sudah mengajukan persyaratan, suami wajib memenuhinya 

dan seorang perempuan bisa membatalkan pernikahan jika syarat 

tersebut tidak terpenuhi.65 

4. Syarat atau perjanjian yang dilarang oleh Agama 

       Di dalam agama Islam terdapat beberapa syarat yang dilarang 

untuk dipenuhi oleh seorang suami, yakni permintaan seorang 

perempuan kepada suaminya agar mau mentalak madunya.66 Maka 

persyaratan semacam ini dianggap tidak sah.67  Hal ini sesuai 

dengan yang dirawayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yang berbunyi: 

يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ، وَلََّ تَ نَاجَشُوا، وَلََّ يبَِيعُ  نََىَ رَسُولُ اَللَّاِ صلى الله عليه وسلم أَنْ 
ةِ أَخِيهِ، وَلََّ تُسْأَلُ الَْمَرْأةَُ طَلََقَ أُخْتِهَا  الَراجُلُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ، وَلََّ يََْطُبُ عَلَى خِطْبَ 

 لتَِكْفَأَ مَا فِ إِنََئهَِا )مُت افَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ: ) لََّ يَسُمِ الَْ مُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الَْمُسْلِمِ (( 68
 

naha> rasu>lullahi s}alallahu ‘alaihi wa salam an yabi>’a h}a>d}irun liba>din, 
wa la> tana> jasyu>, wa la> yabi>’ur-rajulu ’ala bay’i ‘akhi>h, wa la> 
yakht>ubu ’ala> khit}bati akhi>hi, wa la> tus‘alu-mar’atu t}ala>qa ‘uktiha> 
la takfu ma> fi> ina>‘iha> (muttafaqun ’alaihi wa limuslimin : (la> yasmil-
muslimu ’ala saumil-muslimi)) 

 

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang orang kota 
menjual kepada orang desa, jangan melakukan jual-beli dengan 
najasy, janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh 

 
65 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, Cet ke IV, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), 106. 
66 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta: Kencana, 2006), 149.  
67 Ibid    
68 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 538. 
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orang lain, dan janganlah seorang perempuan meminta thalaq 
saudaranya agar ia menjadi gantinya." (H.R. Muttafaq Alaihi. 
Menurut riwayat Muslim: "Janganlah seorang muslim menawar 
atas tawaran saudaranya.").69 

 

Hadis ini menjelaskan tentang larangan seorang perempuan yang 

meminta suaminya untuk mentalak madunya, karena hal ini akan 

menggugurkan hak madunya dan juga hak memadu, persyaratan semacam 

ini ini dianggap tidak sah karena diibaratkan seperti seorang istri yang 

meminta kepada suaninya untuk membatalkan jual belinya.  

Macam-macam persyaratan dalam sebuah pernikahan yang dilarang 

oleh agama adalah sebagai berikut70: 

a. Nikah Syigar, yaitu pernikahan dengan syarat calon mempelai 

laki-laki mengkawinkan putrinya dengan wali perempuan tanpa 

mahar. 

b. Nikah Mut’ah, yaitu suatu pernikahan yang dibatasi dengan 

waktu. 

c. Mikah Muhalil, yaitu pernikahan dengan syarat untuk 

menghalalkan bekas suami pertama (yang telah mentalak tiga) 

untuk dapat kembali kawin dengannya. 

d. Nikah Khitbah ‘Ala Khitbah, yaitu sebuah persyaratan di dalam 

perkawinan di mana calon mempelai harus melepaskan pinangan 

orang lain. 

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 

disebutkan bahwa: 

a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 

b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-

benar terjadi, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya. Agar 

 
69 Kitab Bulughul Maram 
70 Syaikh Hasan Ayub, Fiqh Keluarga, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka, 1998), 111. 
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talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukannya ke 

pengadilan. 

c. Perjanjian taklik talak bukan merupakan sesuatu yang wajib 

untuk diadakan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, sekali 

taklik talak sudah diperjanjikan, maka tidak dapat ditarik 

kembali.71 

Taklik talak dibagi menjadi dua yaitu qasmy  yang berarti sumpah 

dan syarat atau yang dijelaskan untuk menjelaskan bahwa jatuhnya talak di 

waktu terjadinya syarat. Ibnu Taimiyah dalam buku Perbadingan Madzhab 

dalam Masalah Fiqh karangan Syaikh Mahmodud Syaltout dan Syaikh M. 

Ali berpendapat bahwa apabila taklik talak itu merupakan sumpah untuk 

mendorong maupun mencegah perbuatan itu, maka taklik talak tidak jatuh, 

tapi ia wajib membayar kifarat sumpah jika ia melanggar sumpahnya. 

Namun, jika taklik itu merupakan syarat yang dimaksud untuk terjadinya 

talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak itu jatuh, 

tetapi kembali lagi karena aturan talak yang dilakukan di depan pengadilan 

tidak memiliki kekuatan hukum sehingga hal ini tidak lantas membuat 

talak secara langsung memberikan kepastian putusnya pernikahan. Oleh 

karena itu, istri harus melapor kepada pengadilan.72 

Peradilan Agama merupakan sebuah Peradilan Islam di Indonesia, 

seperti yang dikutip oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul 

Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama bahwa dalam Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam 

 
71 Hazairin, Saleh k. Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 63. 
72 Syaikh Mahmoud Syaltout, Perbandingan Madzab dalam Masalah Fiqh, ( Jakarta: Bulan Bintang, 

1973), 219. 
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Pasal 25 Ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan 

kehakiman yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan 

dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-

Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi 

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang ini’’.73 

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif 

Kata perjanjian merupakan sebuah perkataan yang menyatakan 

kesanggupan seseorang untuk berbuat, janji juga dapat diartikan 

persetujuan dari kedua belah pihak (keduanya menyatakan bersedia untuk 

menyanggupi berbuat sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati). Pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan 

disahkan oleh seorang notaris atau seseorang yang dianggap sebagai pihak 

ketiga dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada 

salah satu pihak yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat. 

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat ketika calon mempelai yang 

akan melangsungkan pernikahan memiliki kekayaan yang banyak misalnya 

 
73 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), 112. 
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dari warisan, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan Peraturan Undang-

Undang perjanjian harus dibuat sebelum pelaksanaan pernikahan 

dilakukan. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa perjanjian yang 

digunakan ialah “perjanjian pencampuran laba rugi” dan “pencampuran 

penghasilan”, pembuatan perjanjian harus dilakukan oleh kedua pihak yang 

telah mencapai umur dewasa.74 

Dalam buku karangan Dadang Sukandar Membuat Surat Perjanjian 

dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang oleh calon suami istri 

tentang harta kekayaan. Isi perjanjian dibuat hanya terbatas pada harta 

kekayaan, dan tidak mengatur hal lain di luar harta kekayaan, perjanjian 

dibuat sebelum acara perkawinan dilangsungkan. 

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 185 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dijelaskan apa yang 

dimaksud perjanjian kawin, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pasangan 

suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk 

mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian 

kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan. 

Kemudian dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat (4) dijelaskan juga 

bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, 

kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.  Penjelasan  mengenai perjanjian 

 
74 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermesa,  Cet. XV, 1980), 37. 
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perkawinan seperti yang ada didalam Pasal perjanjian perkawinan boleh 

diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan 

taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan 

dalam Pasal 46 ayat (3), yaitu perjanjian taklik talak tidaklah perjanjian 

yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, tetapi sekali taklik talak  

sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.  

Dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. 

Alasannya adalah karena  naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam 

salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh 

suami sehingga sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut 

kembali. Salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan 

apakah suami benar-benar menyetujui, membaca, dan menandatangani 

shighat taklik talak. Hal ini dimaksdukan agar tidak terjadi kekeliruan dan 

kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya. 

Pada dasarnya, KUH Perdata menganut asas bahwa suami istri berhak 

menentukan isi perjanjian perkawinan, yakni sebagai berikut: 

1. Perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan norma 

kesusilaan maupun ketertiban umum. 

2. Tidak membuat janji yang menyebabkan pelepasan hak  

3. Tidak membuat sebuah janji yang menyimpang dari: 

a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orangtua, contoh hak 

untuk mengurus kekayaan anak-anak. 

b. Hak kekuasaan suami sebagai seorang suami, contohnya hak 

suami untuk menyatukan semua kekayaan. 

c. Hak-hak yang ditentukan oleh Undang-Undang bagi 

mempelai yang hidup terlama, contoh wewenang untuk 
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menunjuk wali dengan testament (diatur dalam Pasal 140 

KUH Perdata). 

d. Tidak membuat janji dengan kata-kata umum, yang 

mengatakan bahwa kedudukan mereka diatur oleh Undang-

Undang Asing dan peraturan yang berlaku di Indoesia atau di 

Nederland (Belanda). 

e. Tidak membuat janji bahwa hutang akan dipikul salah satu 

pihak lebih dari bagiannya dalam aktiva. (Pasal 142 KUH 

Perdata).75 

Taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena 

pengucapannya dilakukan saat acara perkawinan dilangsungkan. Secara 

tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 bahwa hal 

ini tidak termasuk ke dalam taklik talak. Dengan demikian, Undang-

Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak mengenal taklik talak.76 

Dalam sistematika BurgerlijkWetbook (BW) hukum perjanjian 

perkawinan yang dilakukan dalam sebuah perkawinan ialah bagian dari 

hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Apabila syarat 

sahnya dalam perjanjian perkawinan tidak terpenuhi maka perjanjian 

tersebur dianggap batal demi hukum.77 Perjanjian perkawinan dibuat 

dengan tujuan:  

1. Keabsahan perkawinan. 

2. Mencegah perbuatan tergesa-gesa akibat dari perkawinan yang 

dilakukan seumur hidup. 

3. Demi kepastian hukum. 

4. Alat bukti yang sah. 

5. Mencegah adanya penyelundupan hukum. 

 
75Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1992), 96-98. 
76Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Kencana, 2005), 401. 
77Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 46. 
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Perjanjian perkawinan diatur dakan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 

KUH Perdata, Perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata merupakan 

sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau 

sesudah perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan 

terhadap harta kekayaan mereka”. Dalam Pasal 149 KUH Perdata 

dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris, 

dan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh 

dirubah dengan cara apapun.78 

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan berlaku mengikat untuk kedua pasangan suami istri. Jika 

perjanjian perkawinan tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran oleh 

pihak suami, seorang istri mendapatkan hak untuk melakukan pembatan 

nikah atau melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Apabila terjadi 

sengketa dalam perjanjian perkawinan, maka harus diselesaikan oleh 

penegak hukum yang berwenang. 79 

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu konflik di bidang 

perkawinan tertentu yang tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam 

pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan mengenai butir-

butir hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan akibat 

 
78Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Wali Pers, 

2014), 150. 
79Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: Mandar Maju, 

2012), 20. 
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hukumnya, tetapi juga diketahui manfaat dari dibuatnya perjanjian 

perkawinan.80 

Perjanjian perkawinan akan terus berlaku selama perjanjian tersebut 

belum berakhir, hal-hal yang menyebabkan perjanjian perkawinan batal 

adalah sebagai berikut: 

1. Putusnya tali perkawinan 

       Perjanjian perkawinan merupakan hal yang bersifat accesoir 
dengan lembaga, artinya perjanjian tersebut dibuat karena 

berlangsungnya pernikahan. Jika pernikahan berakhir, pernikahan 

akan putus dengan sendirinya. 

2. Putusan Pengadilan 

       Sebuah perjanjian perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya 

putusan dari pengadilan, yaitu sebuah perjanjian tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, baik yang 

bersifat subjektif maupun yang bersifat objektif. 

3. Pencabutan Bersama 

       Apabila suami istri tidak menghendaki perjanjian perkawinan, 

mereka dapat mencabut dan medaftarkan pencabutan perjanjian 

tersebut ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat 

dilangsungkannya perkawinan. Pencabutan perjanjian perkawinan 

tidak berlaku surut, artinya dilarang merugikan pihak ketiga 

sebelum pencabutan perjanjian dilakukan oleh pihak suami istri.81 

Poligami dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan sebelumnya 

telah mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan seorang 

suami mendapatkan izin untuk berpoligami adalah sebagai berikut: 

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. 

2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat memberikan keturunan 

 
80Ibid, 46. 
81Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, (Bandung: Graha Ilmu, 

2009), 97. 
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C. Hukum Poligami dalam perspektif Fiqh Islam 

       Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur’an 

ketika seorang lelaki berkehendak untuk melaksanakan pernikahan poligami, 

dan persyaratan lainnya yang disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW: 

1. Jumlah istri maksimal empat orang. 

2. Suami memiliki kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. 

3. Bisa berlaku adil kepada semua istrinya. 

Ketiga syarat tersebut wajib untuk terpenuhi sehingga seorang suami 

diperbolehkan untuk berpoligami dengan batasan maksimal sampai empat 

orang dan harus adil terhadap semua istrinya dalam semua urusan. Apabila 

meninggalkan salah satu persyaratan, akan dianggap telah melakukan 

pelanggaran. 

Dalam Madzab Ahlus-Sunnah yang terdapat di Kitab Al-Fiqh al-Islam wa 

Adillatuhu karangan dari Wahbah Zuhaili, dinyatakan bahwa seorang lelaki 

tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari empat di waktu yang 

bersamaan. Jika ingin menikahi lebih dari empat, dia harus menceraikan salah 

satu istrinya dengan menunggu sampai waktu masa iddahnya selesai sehingga 

boleh menikahi wanita yang diinginkannya.82 

Menurut Fiqh Kontemporer yang membahas tentang perkawinan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat 1, 

dinyatakan bahwa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan poligami, 

 
82 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), 6667.  
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wajib baginya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah 

tempat tinggalnya dengan catatan izin yang diberikan sifatnya bersifat 

kasuistik seperti halnya jika seorang istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya, mendapat cacat badan atau memiliki penyakit yang sulit 

disembuhkan, serta tidak dapat memberikan keturunan.83 

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin 

Aibak, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan 

hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih 

disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dalam hal nafkah, 

mu’amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak 

sanggup berbuat adil, diharuskan bagi untuk cukup menikahi satu orang istri 

saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil dibolehkan berpoligami 

dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.84 

Poligami dalam Islam bukan sesuatu yang wajib dan juga bukan sesuatu 

yang sunnah, tetapi hanya memperbolehkan. Artinya, Islam tidak 

mengharuskan kepada seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih 

dari satu. Akan tetapi, seandainya laki-laki tersebut ingin melakukannya, hal 

tersebut diperbolehkan. Umumya, sistem poligami tidak akan digunakan 

kecuali dalam kondisi yang mendesak.85 

 
83 Undang-Undang Tahun 1974, Pasal 4 ayat 2. 
84 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam, Cet I  (Jakarta: PT. Griya Karya, 

1988), 12. 
85 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), 13. 
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Dalam buku karangan Qasim Amin yang berjudul Tahriral-Mar’ah, 

dikatakan bahwa seorang lelaki sebaiknya beristri seorang saja. Kondisi yang 

memungkinkan untuk seorang lelaki beristri lebih dari seorang adalah karena 

kondisi yang sangat memaksa, seperti istri pertama tidak dapat menjalankan 

kewajibannya dan istri mengalami penyakit permanen yang susah 

disembuhkan.86  

Syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian perkawinan agar dipandang 

sah menurut Hukum Islam: 

1. Ijab Kabul (Shighat Perikatan) 

Ijab kabul dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. 

2. Subjek Perjanjian 

       Merupakan pihak yang terlibat didalam sebuah perjanjian yang 

dianggap sah dan mempunyai akibat hukum serta dibuat oleh orang 

yang cakap hukum, memenuhi syarat dan memiliki kekuasaan untuk 

melaksanakan perjanjian tersebut. 

3. Objek Perjanjian 

        Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa pihak-pihak yang 

melakukan dan terlibat dalam perjanjian harus memenuhi empat syarat, 

yakni harus ada secara nyata atau diperkirakan ada di masa mendatang, 

dalam perjanjian yang dibenarkan oleh syara’, perjanjian harus jelas, 

dan diketikahui oleh kedua belah pihak yang terlibat.87 

 

Pandangan Al-Qur’an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqih 

setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh sang suami. 

Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan 

dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya 

istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya 

dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak 

 
86 Muhammad Baltaji, Taadudal-Zaujaatuu, terj. Affifudin Said, (Solo: Media Insani Publishing, 

2007), 101. 
87 Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam (Lampung: Sinar Sakti, 2015), 82. 
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perkawinan serta hak-hak perkawinan dan hak-hak lain. Berkenaan dengan 

alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman, setelah 

merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan: 

1. Istri mengidap penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan. 

2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan. 

3. Istri sakit ingatan . 

4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri. 

5. Istri memiliki sifat buruk. 

6. Istri minggat dari rumah. 

7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya. 

8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan 

kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya. 

Jika Pengadilan Agama menerima permohonan izin berpoligami, 

berdasarkan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam 41 

Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dikutip oleh Sayuti Thalib, pengadilan 

memeriksa mengenai: 

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin 

lagi. 

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis. Apabila persetujuan merupakan persetujuan lisan, persetujuan 

itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. 

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anaknya. 

4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.88 

Dampak negatif dari pernikahan poligami terdapat dalam buku Ta’addud 

Jawazat: 

1. Pernikahan poligami akan menimbulkan kecemburuan untuk para istri. 

2. Para istri mengkhawatirkan jika suaminya tidak bisa berlaku adil dalam 

melakukan pernikahan poligami kepada para istrinya. 

 
88 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 2009), 185. 
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3. Anak yang terlahir dari ibu yang berbeda dikhawatirkan akan 

menimbulkan masalah kecemburuan satu sama lain dan juga 

dikhawatirkan akan terjadi perkelahian bahkan permusuhan.89 

Dalam melakukan poligami ada beberapa hikmah yang bisa diambil, yaitu: 

1. Poligami bisa memberi kesempatan untuk suami agar bisa diberi 

keturunan karena istri pertama mengalami kemandulan. 

2. Dengan melakukan poligami, diharapkan mampu menghindarkan 

seorang suami dari perbuatan zina karena istri pertama mengalami 

penyakit yang menyebabkan tidak bisa digauli oleh suaminya. 

3. Dengan melakukan poligami diharapkan mampu untuk melindungi 

perempuan yang terlantar, misalnya melindungi seorang janda yang 

memiliki anak yang ditinggal suaminya sehingga dipoligami untuk 

mencukupi kebutuhan biologis serta mencukupi kebutuhan nafkahnya, 

tetapi harus mendapatkan izin dari istri pertama. 

Poligami juga memberikan hikmah seperti yang telah disebutkan di atas, 

dan hal tersebut membuktikan bahwa poligami  tidak hanya bertujuan untuk 

menyenangkan laki-laki. Dalam melakukan poligami tidak bisa sembarangan 

dilakukan oleh laki-laki yang gemar kawin tetapi tidak memiliki tanggung 

jawab terhadap keluarganya.90 

Hukum Islam yang mengatur secara khusus mengenai Hukum Perkawinan, 

Rujuk dan Talak adalah S.1937 No. 638 jo. S. 1937 No. 610 dan No. 116 jo. 

 
89 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100. 
90 Mahjuddin, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 61-63. 
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Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 22Tahun 

1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 (lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1) dan Kompilasi Hukum 

Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 

154 Tahun 1991). Dinyatakan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam 

bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai 

pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak 

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang terjadi di masa yang 

akan datang.91 

Secara etimologi, taklik talak terdiri atas dua kata yaitu taklik dan talak. 

Kata taklik berasal dari bahasa Arab ‘allaqa-yu’alliqu-ta’liqan yang berarti 

menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata tallaqa-yutalliqu-

tatliqan, yang artinya mentalak, menceraikan, dan perpisahan, sedangkan 

menurut terminologi diartikan bahwa suatu talak yang jatuhnya digantungkan 

terhadap suatu hal yang terjadi atau suatu perjanjian yang dilanggar oleh suami, 

istri dapat meminta talak kepada suami dengan menyampaikannya kepada 

pengadilan agama dan istri membayar uang ‘iwadh. Namun, talak ini terbatas 

pada hal-hal tertentu.92 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Bentuk-bentuk perjanjian yaitu: 

1. Taklik talak 

2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 
91 Undang-Undang R>I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 323. 
92 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1974), 120. 
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Dijelaskan juga mengenai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 46 bahwa: 

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 

2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar 

terjadi, talak tidak jatuh dengan sendirinya. Agar talak benar-benar 

jatuh, istri harus mengajukannya ke pengadilan. 

3. Perjanjian taklik talak bukan merupakan sesuatu yang wajib untuk 

diadakan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, sekali taklik talak 

sudah diperjanjikan, hal tersebut tidak dapat ditarik kembali.93 

Menurut Syaltout dalam bukunya Perbandingan Madzab dalam Masail 

Fiqih menjelaskan bahwa perjanjian talak dianggap sah jika seorang suami telah 

mengucapkan taklik talak ketika akad nikah dilangsungkan dan bentuk 

perjanjian itu telah disepakati bersama. Dalam sebuah perjanjian perkawinan 

yang dikategorikan sebagai taklik talak, pengucapannya dilakukan saat 

berlangsungnya perkawinan. Tujuan dari diadakannya taklik talak dalam 

perjanjian perkawinan adalah sebagai perlindungan terhadap istri agar terhindar 

dari perbuatan sewenang-wenang seorang suami karena dia merasa memiliki 

kekuasaan terhadap istrinya untuk menceraikannya.94 

Syarat yang dipergunakan dalam perjanjian perkawinan yang berikaitan 

dengan taklik talak merupakan sumber hukum yang mengikat untuk pasangan 

suami istri. Syarat yang digunakan dalam perjanjian perkawinan harus 

diterjemahkan untuk meneguhkan kehendak suami untuk melaksanakan 

 
93 Hazairin, Saleh k. Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 63. 
94 Syaikh Mahmoud Syaltout, Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqh, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), 218. 
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ketetapan syar’i kepada istrinya. Taklik talak akan jatuh kepada istri karena 

ketidakrelaan istri karena suami melanggar perjanjian sehingga dapat 

disimpulkan bahwa shigat taklik talak digunakan untuk melindungi masing-

masing pihak.95 

Islam datang ketika tradisi poligami telah berkembang di seluruh lapisan 

umat dan bangsa, tetapi poligami yang ada pada mereka tidak dibatasi dengan 

aturan dan undang-undang. Mereka boleh menikah dengan wanita sebanyak-

banyaknya tanpa batasan. Mereka boleh melakukan apa saja terhadap wanita 

semuanya tanpa ada tanggung jawab moral dan kemanusiaan sedikitpun. 

Perbaikan yang pertama kali didatangkan oleh Islam adalah membatasi jumlah 

wanita yang boleh dikawini hanya empat orang. Perbaikan semacam itu cukup 

besar nilainya dalam aturan poligami karena poligami di masa lalu tidak 

membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini, bahkan pada masa umat nabi 

ada yang mengawini lebih dari seratus wanita. Selain itu Islam memperketat 

aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya keadilan di bidang materi di 

antara semua istri sesuai kemampuan laki-laki. Dalam masalah poligami, para 

ahli fiqih telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi.96 

Penjelasan pernikahan poligami menurut fiqh munakahat adalah bahwa 

seorang suami dapat mempunyai istri yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi 

 
95 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

kencana. 2005), 418. 
96 Achmad Subarto, Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga 
Pasca menikah (Semarang: Pustaka Adnan, 2012), 156. 
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dibatasi oleh agama maksimal sebanyak empat. Alasan mengapa dilarang lebih 

dari empat karena dikhawatirkan akan menyebab pertengkaran antara istri-istri 

yang dipoligami tersebut dan akan mengakibatkan pengingkaran kebaikan yang 

disyari’atkan Allah SWT. untuk kebaikan hidup pasangan suami istri.97 

Perkawinan poligami merupakan hal yang sangat ditakuti oleh semua 

perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak dibatasi oleh 

peraturan yag ketat, hal ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap 

berlangsungnya perkawinan. Sering terjadi ketegangan antara istri muda 

dengan istri tua. Selain itu, akan sering terjadi pertengkaran terhadap anak-anak 

yang berlainan dan hal ini akan membahayakan keberlangsungan perkawinan. 

Hal semacam ini sering terjadi ketika seorang suami telah meninggal dunia. 

Agar hal-hal yang negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang 

yang kawin lebih dari satu orang, undang-undang sudah membatasi dengan 

aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan di kemudian hari.98 

Menurut para ahli fiqih, hukum poligami adalah mubah (boleh). Tujuan 

diperbolehkannya poligami menurut Islam adalah untuk kemaslahatan. Allah 

SWT. mensyari’atkan poligami untuk kebahagiaan seorang mukmin baik 

selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Islam sendiri, poligami 

bukan merupakan suatu anjuran yang wajib untuk dilakukan karena sebelumnya 

praktik poligami pertama kali dilakukan oleh agama Samawi, yaitu agama 

 
97 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. I (Jakarta: Prenada media, 2003), 129. 
98 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 10. 
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Yahudi dan Nasrani, dan saat ini Islam mengatur serta membatasi seseorang 

yang ingin berpoligami.99 

Seorang suami yang memutuskan untuk melakukan poligami disebabkan 

karena kecenderungan hidup yang mengakibatkan hidupnya terasa kurang 

bahagia. Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh Al-Islam  Wa Adillatuhu, karangan 

Wahbah Zuhaili tentang sebab seorang suami memilih melakukan poligami: 

1. Seorang istri mengidap penyakit atau mengalami kemandulan. 

       Apabila seorang istri mengidap penyakit yang sulit disembuhkan 

walaupun tingkah lakunya baik dan tidak melakukan perbuatan nusyuz 

tetapi suami tersebut menginginkan kehadiran seorang anak, hukumnya 

boleh baginya untuk menikah lagi dengan syarat dia dapat berlaku adil 

kepada semua istri-istrinya. Bila seorang istri mengalami kemandulan 

sedangkan suaminya menginginkan kehadiran seorang anak, 

diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita lain demi 

kemaslahatan dalam rumah tangga, terutama jika sang suami termasuk 

orang yang terpandang dan memiliki kekayaan berlimpah, misalnya 

seorang raja.100 

2. Dalam sebuah perkawinan, seorang istri sudah memiliki umur yang 

lebih tua dan sudah menopause. 

3. Dalam menjalankan perkawinan ternyata suami memiliki kapabilitas 

yang tinggi. 

       Apabila istri tidak mampu memenuhi kapabilitas seksual sang 

suami yang terlalu tinggi, alternatif yang bisa dipilih oleh seorang istri 

demi menjaga kehormatan seorang suami adalah dengan 

mengizinkannya menikah lagi agar suami tidak terjerumus dalam zina. 

Pandangan-pandangan Ilmuan muslim tentang poligami, yaitu: 

1. Poligami menurut Imam Al-Ghozali 

       Poligami menurut Imam al-Ghozali memiliki aturan khusus, tidak 

seperti di Barat bahwa seorang suami hanya memiliki soeorang istri sah 

namun memiliki istri haram sampai sepuluh. Dalam Islam disebutkan 

bahwa lelaki bujang yang belum mampu untuk menikah dianjurkan 

 
99 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraiy, 

2005), 122. 
100 Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Juz IV (Mesir:  Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 

1974) 
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untuk berpuasa, maka dengan demikian seorang suami yang belum 

mampu berbuat adil jangan memaksakan diri untuk melakukan 

pernikahan poligami. 

2. Poligami menurut Syekh Muhammad Abduh 

       Menurut Syekh Muhammad Abduh poligami merupakan bagian 

dari sebuah relasi perkawinan yang wajar. Akan tetapi, apabila terdesak 

oleh suatu keadaaan yang sangat darurat, diperbolehkan untuk 

melakukan poligami tetapi dengan syarat poligami tersebut tidak 

menimbulkan kerusakan maupun kezaliman. 

3. Poligami menurut Yusuf al-Qardhawi 

       Lelaki yang merasa cukup dengan memiliki satu orang istri 

dilarang untuk menikah lagi karena dikhawatirkan akan mendekatkan 

dirinya kepada sesuatu yang haram. Poligami dikhawatirkan membuat 

suami tertimpa kesulitan didunia dan diakhirat karena adanya dampak 

sosial dan psikologisnya sangat besar.101 

Dalam melakukan perkawinan poligami, ada beberapa aturan-aturan yang 

harus dipenuhi oleh seorang suami. Penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 58 ayat (1) bahwa seorang suami ingin memiliki istri lebih 

dari satu maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan juga harus 

mampu memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 

1974: 

1. Suami harus memperoleh persetujuan dari istri. 

2. Sebelum melakukan pernikahan poligami suami harus mampu 

menjamin hak-hak dan kebutuhan istri dan anak-anak mereka.102 

Menurut pendapat Khozin Abu Faqih disebutkan bahwa laki-laki yang 

ingin melakukan perkawinan poligami harus mempenuhi syarat-syarat yakni 

sebagai berikut: 

a. Mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dalam pembagian malam. 

       Sebelum melakukan pernikahan poligami harus dipastikan terlebih 

dahulu tentang kemampuan finansial, yakni kemampuan yang dimiliki 

 
101 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 

110. 
102 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dana Kompilasi Hukum Islam 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

65 
 

 

oleh seorang suami agar mampu bersikap adil dalam memberikan 

nafkah. 103 

 

 
103 Khozin Abu Faqih, Mengenal Perintis Kebangkitan Islam, (Solo: Auliya Press, 2006), 104. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA GEDONGARUM DAN PERNIKAHAN 

POLIGAMI DENGAN PERJANJIAN HARUS MELAHIRKAN ANAK 

 

A. Gambaran Umum Desa Gedongarum 

1. Sejarah desa 

       Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro 

merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan 

Kanor. Perbatasan desa ini meliputi : sebelah utara dengan Desa 

Bengawan Solo, sebelah selatandengan Desa Temu, sebelah timur 

dengan Desa Kedungprimpen, sedangkan sebelah barat dengan Desa 

Pilang. 

 Secara geografis Desa Gedongarum ini merupakan desa agraris 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 

Desa Gedongarum pada tempo dulu merupakan daerah hutan belantara 

yang terletak di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang banyak 

ditumbuhi pepohonan, di antaranya pohon ‘Gebang’ dan pohon 

‘Kedondong’. 

 Kemudian, datanglah seorang pengembara yang bernama ‘Mbah 

Wukir’ dan ‘Mbah Lajer’, beliau berjuang untuk membuka lahan 

dengan menebang pohon (babat alas) untuk tempat tinggal dan 

bercocok tanam. Karena di sebelah barat dusun banyak ditumbuhi 

pohon Gebang, Mbah Wukir memberikan nama Dusun ‘Gebang’ dan 

bagian Timur yang banyak pohon Kedondong, Mbah Lajer 
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memberikan nama Dusun ‘Dondong’. Nama ‘Gedongarum’ berasal 

dari penggabungan dua nama Dusun yaitu ‘Gebang’ dan ‘Dondong’, 

sehingga menjadi ‘Gedong’ ditambahkan nama ‘Arum’ yang 

memberikan nama semerbak harum, dengan harapan kelak Desa 

Gedongarum akan menjadi sebuah Desa yang terkenal oleh karena 

kemajuan pembangunan desanya, serta menjadi Desa yang Gemah 

Ripah Loh Jinawe Toto Tentrem Karto Raharjo. Mbah Wukir dan 

Mbah Lajer diyakini warga masyarakat Desa Gedongarum sebagai 

‘Mbah Danyang, yaitu orang yang pertama kali bertempat tinggal/ di 

Desa Gedongarum serta makam petilasannya hingga sekarang masih 

dirawat hingga saat ini.104 

 Topografi ketinggian Desa Gedongarum adalah berupa dataran 

sedang, yaitu sekitar 156 meter di atas permukaan laut. Curah hujan 

terbanyak terjadi pada bulan November sampai Februari. Jarak tempuh 

Desa Gedongarum ke Kecamatan Kanor adalah 7 km yang dapat 

ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke 

Kabupaten Bojonegoro adalah 30 km yang dapat ditempuh dengan 

waktu sekitar 60 menit.105 

2. Demografi 

       Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa 

Gedongarum tahun 2020, jumlah penduduk Desa Gedongarum 

adalah terdiri dari 825 KK dengan rincian usia sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1. 

Jumlah {Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia    Jumlah          

 
104 Doc. kelurahan Gedongarum 
105 Doc. kelurahan Gedongarum 
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(Jiwa) Prosentase 

1 0–4 116 4,21 % 

2 5–9 195 7,2 % 

3 10–14 207 7,5 % 

4 15–19 170 6,2 % 

5 20–24 220 7,10 % 

6 25–29 222 8,2 % 

7 30–34 211 7,6 % 

8 35–39 267 9,7 % 

9 40–44 221 8,1 % 

10 45–49 221 8,1 % 

11 50–54 217 7,9 % 

12 55–58 219 8 % 

13 >58 267 9,7 % 

 

       Dari data di atas, tampak bahwa penduduk yang berusia produktif 

pada rentang 20-49 tahun di Desa Gedongarum adalah sekitar 1.362 

jiwa atau hampir 49% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa 

Gedongarum. Hal ini merupakan modal berharga bagi tersedianya 

tenaga produktif dan sumber daya manusia. Tingkat kemiskinan di 

Desa Gedongarum termasuk dalam kategori rendah . 

 

3. Pendidikan 

       Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat 
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sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang 

pada peningkatan ekonomi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, 

akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada 

gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan 

dan menolong kerja baru sehingga akan membantu program 

pemerintah dalam mengentaskan kemisikinan, pengangguran dan 

kemiskinan. Persentase Tingkat Pendidikan di Desa Gedongarum 

dapat dilihat pada tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2. 

             Lembaga Pendidikan 

 

No 

Nama 

Pendidi

kan 

Jumlah 

(Unit) 

Jumlah murid Jumlah guru Ket. 

Laki-

Laki 

Perem

puan 

Laki-

Laki 

Perem

puan 
 

1. 

MI  

DARU

L 

HUDA 

1 Unit 56 57 6 6 

 

2. 

SDN 

GEDO

NGAR

UM 

1 Unit 50 56 4 6 

3. 

RA 

GEDO

NGAR

UM 

1 Unit 22 21 2 2 

4. TK  1 Unit 21 18 2 2 
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DARM

A 

WANI

TA 

5. 

KELO

MPOK 

BERM

AIN 

TUNA

S 

BANG

SA 

1 Unit 22 23 2 2 

6. 
POS 

PAUD 
1 Unit 23 21 2 2 

 Jumlah  242 233 18 20 

 

         Tabel 1.3. 

                       Tingkat Pendidikan 

No              

Keterangan 

Jumlah Prosentas

e 

1 TIDAK TAMAT SD 0 0 

2 TAMAT SD 477 32 

3 TAMAT SMP 481 35 

4 TAMAT SMA 289 17 

5 PERGURUAN TINGGI 56 10 

Jumlah total 1303 100% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Gedongarum hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang 

pendidikan wajib belajar 9 tahun ( SD dan SLTP ) 67%.106 Untuk 

 
106 Doc.kelurahan Gedongarum 
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meningkatkan kemampuan atau keterampilan penduduk yang tidak 

termasuk dalam usia pendidikan wajib belajar 9 tahun, dilakukan 

dengan memberikan pelatihan dan kursus. Adapun lembaga 

pendidikan formal yang ada di Desa Gedongarum diberikan di Tabel 

1.4. 

 

Tabel 1.4. 

Lembaga Pendidikan Formal 

N

o 

Pendidikan Lembaga    

Alamat 

1. MI 

GEDONGARUM 

DESA Gedongarum 

2. SDN 

GEDONGRAUM 

DESA Gedongarum 

 

4. Kesehatan 

       Pelayanan kesehatan adalah hak setiap masyarakat serta hal yang 

sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. 

Masyarakat yang produktif hendaknya didukung oleh kondisi 

kesehatan. Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat 

dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang terserang penyakit. 

Untuk meningatkan taraf kesehatan masyarakat,  diharapkan peran 

posyandu yang ada di Desa untuk berperan aktif. Adapun jumlah 

posyandu yang ada di Gedongarum, yaitu: 

 

       Tabel 1.5. 

     Posyandu Desa Gedongarum 
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No Nama Posyandu Jumlah Kader Alamat 

1. Posyandu Mawar I 5 Gedongarum 

2. Posyandu Mawar II 5 Gedongarum 

3. Posyandu Mawar III 5 Gedongarum 

 

5.  Kondisi sosial 

       Perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang 

lebih demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk 

menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih 

demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Gedongarum, tergambar 

dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan–pemilihan lain, seperti 

pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan 

legislatif yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. 

Setiap warga berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Pada dasarnya, wewenang kepemimpinan berada pada kepala 

desa, tetapi mekanisme perencanan melibatkan masyarakat secara 

langsung seperti pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa (Musrenbang). Adapun pengambilan keputusan ditetapkan dalam 

keputusan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Oleh karena itu, terlihat bahwa pola kepemimpinan di 

Desa Gedongarum mengedepankan pola kepemimpinan yang 

transparan.  Untuk politik daerah dan nasional, terlihat partisipasi 

masyarakat masih kurang. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran 
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masyarakat dalam setiap pemilihan yang berskala daerah atau nasional. 

 Kegiatan agama sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial 

jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, 

adanya kegiatan selamatan (tasyakuran), tahlilan, mitoni dan lainnya 

yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi Islam dan Jawa. 

Semakin terbukanya masyarakat terhadap arus globalisasi dan 

informasi, semakin membuat hal tersebut mulai mendapat respon dan 

tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika 

sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa. 

Dalam pekembangannya, muncul beberapa lembga sosial, politik, 

agama dan budaya di Desa Gedongarum yang membutuhkan kearifan 

tersendiri yang secara budaya, berlembaga dan berorganisasi adalah 

baik, tetapi secara sosiologis akan berisiko menghadirkan kerawanan 

dan konflik sosial.107 

Tabel 1.6. 

   Lembaga Sosial, Agama, Budaya dan Pemuda Desa Gedongarum 

 

No Kegiatan Lembaga Keterangan 

1 Keagamaan 4  

2 Kepemudaan 2  

3 Sosial 

Kemasyarakatan 

1  

4 Budaya 2  

5 Siskamling 4  

 

6. Keadaan ekonomi 

       Mata pencaharian warga masyarakat Desa Gedongarum dapat 

teridentifikasi yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain – 

lain. 

 
107 Doc. kelurahan Gedongarum 
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Tabel 1.7 

Mata Pencaharian Desa Gedongarum 

 

B. Perjanjian Harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa 

Gedongarum 

       Pernikahan poligami merupakan suatu hal yang sering dibicarakan oleh 

masyarakat, karena pada dasarnya mereka akan memberikan sebuah penilaian 

dimana ada yang pro dan kontra mengenai terjadinya pernikahan poligami. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan poligami sulit diterima oleh 

masyarakat dan juga pihak yang terlibat di dalam pernikahan poligami. 

Dalam hal meminta izin ke Pengadilan merupakan hal yang juga sulit 

didapatkan, banayak persyaratan yang harus dipenuhi. 

       Restu yang diberikan oleh istri pertama merupakan hal yang sangat 

diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, 

jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin 

istri pertama, agar tidak menyakiti hati istri pertama yang akan dimadu. 

Dalam pernikahan poligami, Bapak Waluyo, pelaku poligami, meminta izin 

kepada Ibu Sumirah untuk melakukan pernikahan poligami. Alasan mengapa 

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 

1 Pertanian 839 25,79 

2 Jasa/Perdangan 25 

 

9,38 

3 Industri 60 

 

3.54 

4 Sektor lain 1.355 

 

61,29 

Jumlah 2,772 100.00 
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Ibu Sumirah memberikan izin kepada Bapak Waluyo untuk melakukan 

poligami adalah sebagai berikut: 

1. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan 

usianya yang sudah tua jika dibandingkan dengan suami. 

2. Istri pertama merasa kasihan kepada suami apalagi setelah anak 

angkatnya meninggal. 

3. Istri pertama memberikan syarat, yaitu suami harus menceraikan 

istri pertama jika dalam waktu yang sudah ditentukan istri kedua 

tidak dapat memberikan keturunan, dan sebaliknya jika bisa 

memberikan anak, maka pernikahan poligami akan dilanjutkan. 

 Praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara resmi di KUA 

Kecamatan Kanor setelah semua persyaratan untuk melakukan pernikahan 

poligami terpenuhi.\ 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Waluyo yang 

berprofesi sebagai petani, pemahaman Bapak Waluyo tentang poligami adalah 

di mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang dan pernikahan 

dilakukan tanpa melanggar syari’at Islam. Alasan beliau melakukan 

pernikahan poligami karena selama puluhan tahun menikah tidak dikarunia 

anak padahal usianya sudah semakin tua, Bapak Waluyo juga sudah mencoba 

berbagai cara agar bisa dikaruniai anak, yaitu dengan melakukan adopsi anak. 

 Istri pertama dari Bapak Waluyo adalah Ibu Sumirah, beliau setiap 

harinya bekerja menjual makanan di warungnya yang sederhana. Sebelum 

menikah dengan Bapak Waluyo, status Ibu Sumirah adalah seorang janda 

tanpa anak, jarak usia Ibu Sumirah dengan Bapak Waluyo terpaut 15 lebih tua.  

Pernikahan mereka dilakukan tanpa restu dari orangtua Bapak Waluyo. 

Orangtua dari Bapak Waluyo keberatan dengan jarak usia kedua pasangan ini. 

Akan tetapi, karena cinta yang tumbuh di antara mereka, tidak menjadi alasan 

kedua pasangan untuk membatalkan acara pernikahan mereka. Setelah 

menikah beberapa tahun pasangan suami istri ini tidak juga diberi keturunan 
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dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak. Setelah kehadiran anak 

tersebut kehidupan mereka semakin bahagia, tetapi anak yang mereka adopsi 

mengalami sakit parah saat usia remaja dan akhirnya meninggal. 108 

 Dalam kesehariannya Bapak Waluyo sendiri merasa kesepian, apalagi 

banyak masyarakat yang menyarankan Bapak Waluyo untuk menikah lagi 

begitupun dari pihak keluarga Bapak Waluyo. Karena merasa usianya semakin 

tua dan merasa sudah tidak ada jalan keluar yang bisa ditempuh, akhirnya 

Bapak Waluyo mencoba berdiskusi dengan Ibu Sumirah. Awalnya Ibu 

Sumirah sendiri ragu untuk memberikan izin kepada suaminya, apalagi 

usianya yang terpaut jauh dengan suaminya, Ibu Sumirah takut jika kelak 

Bapak Waluyo akan meninggalkannya dan memilih untuk hidup dengan istri 

barunya. Kemudian, Bapak Waluyo memberikan penjelasan kepada Ibu 

Sumirah bahwa dia tetap akan mempertahankan Ibu Sumirah sebagai istrinya 

dan mengatakan akan menuruti apa saja permintaan yang Ibu Sumirah ajukan. 

Akhirnya Ibu Sumirah memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan 

pernikahan poligami, tetapi dengan persyaratan istri kedua harus bisa 

memberikan anak dalam waktu satu tahun agar mereka bisa merawat anak 

tersebut bersama-sama. Namun, apabila dalam batas waktu yang sudah 

ditentukan istri kedua belum juga mampu memberikan anak, Bapak Waluyo 

harus menceraikan istri kedua tersebut. Alasan dari Selanjutnya Bapak 

Waluyo mencari calon istri yang siap untuk dipoligami dengan syarat harus 

memberikan anak dalam waktu satu tahun.109 

 Akhirnya, Bapak waluyo menemukan seorang perempuan yang siap 

dipoligami. Perempuan tersebut adalah seorang janda yang hidup di dusun 

yang berbeda bernama Ibu Kartimi. Ibu kartimi sendiri adalah seorang janda 

anak dua yang usianya masih 42 tahun, dan Ibu Kartimi sendiri bisa dikatakan 

memiliki kehidupan yang berkecukupan. Bapak Waluyo menjelaskan bahwa 

beliau memberikan syarat untuk istri kedua untuk memberikan anak dalam 

 
5 Waluyo, Wawancara, Bojonegoro 23 Januari 2021 
6 Sumirah, Istri Pertama, Wawancara, Bojonegoro 20 Januari 2021. 
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waktu satu tahun. Jika selama satu tahun tidak dikarunia anak, Ibu Kartimi 

harus siap untuk diceraikan. Sebaliknya, jika selama satu tahun Ibu Kartimi 

bisa memberikan seorang anak, pernikahan dilanjutkan. Dalam perjanjian ini, 

tidak ada imbalan materiil berupa uang atau apapun dan Ibu Kartimi 

menyetujui syarat yang diberikan Bapak Waluyo dan Ibu Sumirah. Tetapi 

perjanjian ini tidak dilakukan hitam di atas putih. Proses pengajuan izin ke 

Pengadilan Agama tidaklah mudah didapatkan oleh Bapak Waluyo. 

 Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo dan Ibu Kartimi 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Kanor pada bulan Maret 2020. Saat acara 

ijab qabul, Ibu Sumirah tidak mengahadiri acara tersebut dan yang menjadi 

saksi dalam perjanjian tersebut adalah kerabat dari pihak istri kedua. 110 

 Setelah pernikahan kehidupan pernikahan berjalan lancar, dari pihak 

istri kedua selalu memberi perhatian kepada istri pertama, begitupun 

sebaliknya. Bapak Waluyo juga memperlakukan dengan baik kedua istrinya, 

beliau membagi waktunya untuk kedua istrinya, yang tinggal di dusun yang 

berbeda, Ibu Sumirah tinggal di dusun gebang sedangkan Ibu Kartimi di dusun 

Dondong, Ibu Kartimi sering mengirim makanan ke rumah Ibu Sumirah dan 

kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis selama sebulan. 

 Pernikahan poligami ini mengalami gejolak pada bulan kedua, dimana 

Ibu Kartimi dinyatakan positif hamil oleh Bu Bidan. Bapak Waluyo begitu 

senang saat mengetahui istrinya sedang hamil, pihak Ibu Sumirah awalnya 

merasa sangat senang karena akhirnya suaminya akan segera memiliki anak 

yang selama puluhan tahun ditunggu, tetapi karena sindirian dari para 

tetangga dekat yang mengatakan bahwa Bapak Waluyo akan 

meninggalkannya setelah anaknya lahir, Ibu Sumirah jadi membenci pihak 

istri kedua. 

 Bapak Waluyo memberikan perhatian khusus kepada istri keduanya, 

beliau lebih banyak memberikan waktunya untuk menjaga istrinya yang 

sedang hamil, dan hal tersebut menyebabkan Ibu Sumirah sangat cemburu 

 
7 Syamsuddin penghulu, Wawancara, Bojonegoro, 30 September 2020. 
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kepada madunya itu, beliau melakukan berbagai cara agar suaminya tetap 

tinggal di rumahnya, terkadang beliau sampai nekad untuk berpura-pura sakit 

bahkan sampai berpura-pura pingsan agar bapak Waluyo mengurungkan 

niatnya untuk kembali ke rumah istri keduanya. 

 Kejadian tersebut terus terulang sampai berkali-kali, tetapi dari pihak 

istri kedua memaklumi keadaan tersebut, dan membiarkan suaminya untuk 

lebih sering di rumah istri pertamanya, bahkan pada saat istri kedua 

melahirkan istri pertama mengatakan bahwa dia akan pergi dari Desa 

Gedongarum agar tidak mengganggu kehidupan keluarga baru Bapak Waluyo. 

Hal tersebut akhirnya bisa dibatalkan oleh Bapak Waluyo dan beliau 

menjelaskan kepada istri pertamanya bahwa dia akan menyayangi mereka 

berdua, dan menyuruh istri pertamanya agar bisa berdamai dengan istri 

keduanya, dan menganggap anaknya sebagai anak kandungnya.111

 
8 Waluyo, Wawancara, Bojonegoro, 21 Januari 2021. 
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BAB IV 

ANALISIS RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN PERJANJIAN HARUS 

MELAHIRKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI STUDI KASUS 

DI DESA GEDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN 

BOJONEGORO 

 

A. Analisis Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami 

       Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan 

poligami, tetapi dengan batasan maksimal sebanyak 4 orang istri. Syarat utama 

bagi seorang laki-laki sebelum melakukan poligami adalah mampu untuk 

bersikap adil dan mampu memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-

anaknya. Poligami sendiri sudah dipraktikan jauh sebelum datangnya Islam 

dan Islam datang untuk mengatur poligami. Islam memberikan izin seorang 

suami untuk melakukan poligami sebagai jalan alternatif dalam mengatasi 

masalah dalam hal penyaluran syahwat atau masalah lain yang membuat 

hatinya tidak tentram sehingga ditakutkan akan mengganggu ketentraman 

hatinya atau akan menyebabkan suatu perzinaan.112 Dalam Islam sendiri, 

praktik perkawinan poligami tidak diperintahkan maupun dilarang, tetapi 

diperbolehkan untuk seseorang yang mempunyai alasan tertentu dan mampu 

memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

       Fokus penelitian dari kasus ini adalah tentang relevansi hukum Islam 

terhadap perjanjian poligami yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan 

calon istri kedua. Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur tentang 

perjanjian perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam  sendiri, perjanjian 

perkawinan  yang dilakukan oleh pasangan suami istri sah dan boleh 

 
112 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 132. 
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dilaksanakan jika perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syari’at yang 

terdapat dalam hukum Islam, sebaliknya perjanjian itu dipandang haram dan 

tidak sah jika melanggar syari’at dalam hukum Islam.  

 Pernikahan poligami yang dilakukan oleh Bapak Waluyo pada dasarnya 

sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, tetapi di 

dalamnya terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang dianggap tidak sesuai 

dengan Hukum Islam, alasan dari Ibu Kartimi mau untuk dipoligami yaitu: 

1. Istri kedua membutuhkan sosok suami yang bisa membantunya dalam 

hal apapun seperti melakukan pekerjaan disawan, dan hal-hal yang 

lain. 

2. Istri kedua menginginkan kedua anaknya mempunyai sosok ayah. 

3. Dengan melakukan pernikahan akan menghindarkan dari cemoohan 

masyarakat sekitar. 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 5 

ayat (1) disebutkan tentang pengajuan permohonan kepada pengadilan, seperti 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri-istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau 

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka.113 

Pada ayat (2) undang-undang ini juga dijelaskan bahwa persetujuan yang 

dimaksud pada ayat (1) huruf (a), pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami 

apabila istri/istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat 

menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri 

pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab 

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dalam Peraturan 

 
113 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 40 disebutkan 

bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, 

maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan”. 

Pernikahan poligami Bapak Waluyo dengan  Ibu Kartimi dilakukan 

setelah mendapatkan  izin dari istri pertama, yaitu Ibu Sumirah, sesuai dengan 

kesepakatan perjanjian yang telah disetujui semua pihak. Pernikahan poligami 

ini akan mengarah ke taklik talak jika selama waktu yang telah disepakati istri 

kedua tidak mampu memberikan keturunan seperti yang disebut dalam 

perjanjian perkawinan poligami tersebut. Ibu Sumirah sendiri mengizinkan 

suaminya berpoligami karena merasa dengan cara tersebut suaminya akan lebih 

bahagia dengan kehadiran anak dan juga istri yang dipilih tidak meminta 

imbalan apapun setelah pernikahan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sangat sulit untuk seorang 

suami mendapatkan izin berpoligami apalagi suami hanya berprofesi sebagai 

buruh tani. Hal inilah yang menyebabkan dari pihak istri pertama ikut 

membantu Bapak Waluyo agar mendapatkan izin dari Pengadilan untuk 

berpoligami yakni dengan cara mengganti nama kepemilikan sertifikat tanah 

dan bangunan, dari pihak calon istri kedua membantu mencarikan surat tentang 

keterangan penghasilan  dari desa agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan 

pernikahan poligami. 

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami akan memberikan 

kesedihan bagi seorang istri yang harus dimadu oleh suaminya, dia akan 

merasakan sakit hati yang mendalam karena sudah diduakan oleh suami yang 

selama ini dianggap sebagai seorang laki-laki yang akan menjadikannya sebagai 

satu-satunya perempuan dalam hidupya. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak 

perempuan yang rela untuk dimadu oleh suaminya karena beberapa alasan, 

seperti dia masih sangat mencintai suaminya, dia tidak mau menyandang status 

sebagai seorang janda, dan juga dia bertahan untuk anak-anaknya agar tidak 

terlantar. Begitupun seorang suami yang melakukan poligami, dia memiliki 
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beberapa alasan mengapa dia memilih untuk melakukan pernikahan poligami, 

salah satu alasannya adalah seorang istri memiliki kekurangan yang 

menyebabkan dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, dan masih 

banyak lagi alasan-alasan yang melatar belakangi perkawinan poligami 

tersebut. 

Poligami dalam Islam bukanlah sebagai suatu yang diwajibkan maupun 

disunnahkan bagi kaum muslim, tetapi bisa dikatakan mubah, yaitu boleh 

dilaksanakan dengan alasan-alasan tertentu, terutama seseorang yang akan 

melakukan poligami harus bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, baik dalam 

hal pembagian waktu maupun dalam hal nafkah.  

Sebuah taklik talak yang diperjanjikan dalam sebuah pernikahan akan 

menimbulkan polemik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, apalagi 

dalam pernikahan poligami di mana pihak istri kedua diharuskan memberikan 

keturunan untuk suaminya, dan dia harus siap diceraikan padahal tujuan dari 

pernikahan sendiri salah satunya adalah untuk mendapat keturunan. 

Telah dijelaskan syarat poligami dalam Al-Qur’an, yaitu: 

1. Seorang suami berpoligami harus bisa berbuat adil kepada semua 

istrinya. 

2. Seorang suami yang berpoligami tidak boleh terpedaya dengan 

dengan istri-istrinya apalagi meninggalkan hak-hak Allah 

terhadapnya.  

3. Seorang suami yang berpoligami diwajibkan mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya dan juga mampu 

menjaga kehormatan istri-istrinya. 

4. Seorang suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah 

kepada istri-istrinya.114 

 
114 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqh Sunnah untuk Wanita, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 

727. 
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Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo didasari oleh beberapa 

alasan yang terjadi di pernikahan pertamanya, yaitu: 

1. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan 

usianya yang sudah tua jika dibandingkan dengan suami dan selama 

menikah berpuluh-puluh tahun tak kunjung diberi keturunan. 

2. Istri pertama merasa kasihan kepada suami apalagi setelah anak 

angkatnya meninggal. 

3. Istri pertama memberikan syarat yaitu suami harus menceraikan istri 

pertama jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat 

memberikan keturunan dan sebaliknya jika bisa memberikan anak 

maka pernikahan poligami akan dilanjutkan. 

Praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara resmi di KUA 

Kecamatan Kanor dengan izin istri pertama, dan juga dilakukan dengan 

berbagai alasan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan dengan Bapak Waluyo, beliau mengatakan bahwa sebelum 

berpoligami, beliau sudah melakukan diskusi dengan istri pertama, bahkan istri 

pertama yang memberikan saran agar suaminya menikah lagi agar dia bisa 

memiliki anak tetapi harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.  

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, Bapak Waluyo sendiri sudah 

selama puluhan tahun dengan istri pertama, Bapak Waluyo sangat mencintai 

istri pertamanya walaupun mereka tidak dikarunia anak. Sebelum menikah 

banyak cobaan yang sudah dilalui oleh Bapak Waluyo, terutama dari pihak 

keluarga Bapak Waluyo yang tidak terima anaknya menikah dengan istri 

pertama yang notabennya adalah seorang janda dan usianya terpaut 15 tahun 

lebih tua dari Bapak Waluyo. 

Istri pertama Bapak Waluyo bernama Ibu Sumirah, setiap harinya bekerja 

di warung sebagai penjual makanan. Sebelum menikah dengan Bapak Waluyo, 

status Ibu Sumirah adalah seorang janda tanpa anak. Pernikahan mereka 

dilakukan tanpa restu dari orangtua Bapak Waluyo, setelah menikah beberapa 
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tahun pasangan suami istri ini tidak juga diberi keturunan dan akhirnya 

memutuskan untuk mengadopsi anak. Setelah kehadiran anak tersebut 

kehidupan mereka semakin bahagia, tetapi anak yang mereka adopsi mengalami 

sakit parah saat usia remaja dan akhirnya meninggal. 115 

Karena merasa sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh, akhirnya Bapak 

Waluyo mencoba berdiskusi dengan Ibu Sumirah dan akhirnya mereka 

memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami agar bisa diberi keturunan. 

Karena Ibu Sumirah merasa kasihan kepada suaminya, apalagi usia mereka yang 

terpaut cukup jauh, membuat Ibu Sumirah akhirnya memberikan izin kepada 

suaminya untuk melakukan pernikahan poligami, namun dengan persyaratan 

istri kedua harus bisa memberikan anak dalam waktu satu tahun. Apabila dalam 

batas waktu yang sudah ditentukan istri kedua belum juga mampu memberikan 

anak, Bapak Waluyo harus menceraikan istri kedua tersebut. Selanjutnya, 

Bapak Waluyo mencari calon istri yang siap untuk dipoligami dengan syarat 

harus memberikan anak dalam waktu satu tahun.116 

Akhirnya Bapak waluyo menemukan seorang perempuan yang siap 

dipoligami, perempuan tersebut adalah seorang janda yang tinggal di Dusun 

yang berbeda bernama Ibu Kartimi. Ibu Kartimi sendiri adalah seorang janda 

anak dua yang usianya masih 42 tahun, dan Ibu Kartimi sendiri bisa dikatakan 

memiliki kehidupan yang berkecukupan. Bapak Waluyo menjelaskan bahwa 

beliau memberikan syarat untuk istri kedua agar memberikan anak dalam waktu 

satu tahun. Jika selama satu tahun tidak dikarunia anak, Ibu Kartimi harus siap 

untuk diceraikan, namun sebaliknya jika selama satu tahun Ibu Kartimi bisa 

memberikan seorang anak, pernikahan dilanjutkan. Dalam perjanjian ini, tidak 

ada imbalan materiil berupa uang atau apapun dan Ibu Kartimi menyetujui 

syarat yang diberikan Bapak Waluyo dan Ibu Sumirah. Tetapi perjanjian ini 

tidak dilakukan hitam di atas putih. 117Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak 

Waluyo dan Ibu Kartimi dilaksanakan di KUA Kecamatan Kanor pada bulan 

 
115 Waluyo, Wawancara, Bojonegoro 23 Januari 2021 
116 Sumirah, Istri Pertama, Wawancara, Bojonegoro 20 Januari 2021. 
117 Kartimi, Wawancara, Bojonegoro 25 Januari 2021. 
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Maret 2020. Saat acara ijab qabul, Ibu Sumirah tidak mengahdiri acara tersebut 

dan yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut adalah kerabat dari pihak istri 

kedua. 118 

Dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan mengenai perjanjian 

perkawinan yang terdapat di dalam KHI, dimana seharusnya perjanjian tersebut 

tidak merugikan salah satu pihak, apalagi seorang perempuan yang dijadikan 

istri  di mana haknya diambil jika selama perjanjian yang sudah ditentukan tak 

kunjung diberi keturunan. Islam sendiri memperbolehkan pasangan suami istri 

untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan, dan perjanjian itu tidak hanya 

terbatas pada masalah harta bersama, melainkan semua perjanjian yang telah 

disepakati oleh ketiga pihak. 

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka pernikahan poligami dengan 

perjanjian harus melahirkan anak tidaklah relevan, apalagi jika dibatasi dengan 

waktu. Karena dalam perjanjian tersebut akan mengarah ke taklik talak jika 

selama waktu yang ditentukan, istri kedua juga tak kunjung melahirkan anak. 

  

 
118 Symasuddi Penghulu, Wawancara, Bojonegoro 30 September 2021. 
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B. Analisis Hukum Melakukan Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Hukum 

Islam dan Hukum Positif 

       Dalam kasus perkawinan poligami ini, yang dijadikan perhatian adalah 

relenvansi hukum Islam dan perjanjian pernikahan poligami. Pada hakikatnya, 

beberapa pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan sebelum 

mengadakan acara perkawinan. Perjanjian ini dibuat untuk mengikat pasangan 

suami istri baik dalam masalah harta maupun yang lainnya jika kelak terjadi 

perceraian ataupun jika terjadi perceraian. Pernikahan poligami yang dilakukan 

oleh Waluyo dan Ibu Kartimi dilakukan dengan izin istri pertama yaitu Ibu 

Sumirah. 

 Ditinjau dari segi dilarang atau diperbolehkannya oleh syara’, akad 

digolongkan menjadi akad masyru’ dan akad terlarang. Akad masyru’ adalah 

akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk melaksanakan jual beli, sewa 

menyewa, dan lain-lain. Sedangkan akad terlarang sebaliknya yaitu akad yang 

dilarang oleh syara’ untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah 

mut’ah dan lain-lain.119 

1. Syarat yang wajib di Penuhi 

       Hal-hal yang telah dipersyaratkan wajib dipenuhi dan memberi 

akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan 

atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat 

kepada pihak-pihak tertentu. 

2. Syarat Khusus Untuk Pihak Perempuan 

       Dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang oleh agama 

dilarang dan diharamkan untuk menempatinya, yaitu perempuan yang 

mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya.120 Oleh karena itu 

 
119 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 110 
120 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta: Kencana, 2006), 149.  
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syarat tersebut tidak sah.121 Dalam praktik perkawinan poligami ini, 

istri kedua menyepakati jika selama waktu yang ditentukan dia tidak 

bisa memberikan anak, maka dia siap untuk diceraikan. Tidak ada 

imbalan apapun yang diberikan untuk istri kedua jika dia memberikan 

anak kepada suaminya. Perjanjian yang seperti ini akan mengarah ke 

taklik talak jika istri kedua tidak mampu memberikan anak.    

Dalam sebuah pernikahan tidak boleh melakukan perjanjian yang 

menyebabkan kerugian untuk salah satu pihak, walaupun dalam pernikahan 

poligami sekalipun. Perjanjian tersebut tidak relevan dengan hukum Islam, 

dimana Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa syarat atau perjanjian yang dilarang 

untuk seorang suami melaksanakannya adalah di mana seorang istri 

memberikan syarat agar suaminya mentalak madunya jika selama perjanjian, 

hal yang sudah disepakati tak kunjung tercapai. 

Praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan seharusnya sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam yang berlaku, apalagi tujuan dari dilakukan 

pernikahan poligami adalah untuk memberikan rasa aman untuk semua pihak 

yang terlibat di dalamnya, tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk 

mengokohkan kebutuhan dasar yang lima, yaitu: 

1) Tidak merobohkan agama Islam. 

2) Tidak menghilangkan akal. 

3) Tidak menghilangkan nyawa. 

4) Tidak merusak nasab. 

5) Tidak menghilangkan harta benda. 

Dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan 

salah satu pihak, yaitu pihak istri. Perjanjian perkawinan poligami dengan 

syarat harus memberikan keturunan ini tidak relevan dengan hukum Islam 

yang sudah diberlakukan, walaupun dari pihak istri kedua sudah menyetujui 

 
121 Ibid. 
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perjanjian tersebut, karena telah jelas disebutkan dalam fiqh munakahat 

tentang syarat-syarat yang diharamkan dan dilarang untuk menempatinya, 

yaitu larangan bagi seorang istri yang mensyaratkan suaminya untuk mentalak 

madunya. Maka syarat tersebut tidak sah. 

Dalam Hukum Islam dalam membuat perjanjian perkawinan dilakukan 

sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan 

disahkan oleh notaris dan persyaratan yang dibuat dalam perjanjian haruslah 

tidak melanggar syari’at Islam. Selain itu, dalam perjanjian yang dilakukan 

ini, pernikahan yang dilakukan awalnya sah  menurut Hukum pernikahan di 

Indoneisa, kemudian tidak sah dan sesuai ketentuan hukum syara’ karena 

dilakukan dengan perjanjian yang dilarang dalam Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan uraian yang telah disebutkan terkait pembahasan penelitian 

tentang analisis relevansi hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan 

anak studi kasus di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Kabupaten 

Bojonegoro, disimpulkan bahwa 

1. Praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, 

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro adalah pernikahan resmi dan 

dilakukan di KUA Kecamatan Kanordimana yang menjadi saksi dari 

pernikahan tersebut adalah pihak dari istri kedua. Pernikahan poligami 

ini dilakukan atas izin dari istri pertama karena mereka sudah menikah 

puluhan tahun dan tak kunjung diberikan keturunan, apalagi setelah 

anak angkat mereka meninggal akhirnya istri pertama memutuskan 

untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Sebelum melakukan 

pernikahan poligami ketiga belah pihak membuat perjanjian, yakni 

selama waktu satu tahun istri kedua harus bisa memberikan keturunan, 

apabila selama waktu yang ditentukan istri kedua tidak mampu 

memberikan anak maka dia harus siap diceraikan begitupun sebaliknya, 

pernikahan akan dilanjutkan jika istri kedua mampu memenuhi 

perjanjian tersebut, dan dalam perjanjian ini tidak disebutkan imbalan 

materi untuk istri kedua. 
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2. Pernikahan poligami menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah 

(boleh) asalkan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang 

terdapat dalam hukum perkawinan. Syarat seorang suami untuk 

melakukan pernikahan poligami adalah bisa adil terhadap istri-istrinya 

baik dalam masalah hak dan kewajiban, serta istri pertama 

mensyaratkan suami untuk mentalak istri kedua jika selama waktu yang 

ditentukan tak kunjung mendapatkan anak. Hal ini tidak relevan 

dengan hukum Islam. Karena Islam sangat melindungi hak seorang istri 

dan perjanjian seperti ini dianggap tidak sah. 

 

B. Saran  

       Untuk ke depannya jika ingin melakukan poligami secara legal di 

Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu di Pengadilan Agama agar 

kedepannya jika terdapat masalah dalam perkawinannya dapat di selesaikan di 

Pengadilan sehingga istri kedua memiliki haknya sebagai seorang istri yang 

sah di bawah pengawasan Agama dan Hukum Negara.  
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